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ABSTRAK 

Nurul Khalifah. Analisis Kesiapan Sistem E-Voting pada Penyelenggaraan Pemilu di 

Indonesia: Studi Perbandingan dengan Sistem E-Voting Brazil (dibimbing oleh H. 

Sudirman, L. dan Hasanuddin Hasim). 

Pelaksanaan pemilu menggunakan sistem konvensional masih memiliki 

beberapa kelemahan, seperti kecurangan yang sering dilakukan melalui manipulasi 

kertas suara, dan masalah lain yang ditimbulkan oleh human erorr. Sistem e-voting 

sebagai sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dalam menjalankan 

proses pemilu dapat menjadi solusi untuk menggantikan sistem konvensional yang 

digunakan saat ini. Pada dasarnya, Indonesia sudah menerapkan sistem e-voting, 

namun hanya pada tingkat pemilihan kepala desa. Untuk menerapkan sistem e-voting 

pada tingkat pemilu, Indonesia bisa melakukan studi terhadap negara Brazil yang 

sukses menerapkan sistem e-voting pada tingkat pemilu. Islam sendiri juga memandang 

sistem e-voting sebagai inovasi modern yang sejalan dengan semangat musyawarah. 

Kajian mengenai sistem e-voting termasuk ke dalam siyasah dusturiyah yang mengatur 

pola hubungan masyarakat dan pemerintah melalui undang-undang. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan sistem e-voting di Indonesia 

berdasarkan studi terhadap sistem e-voting Brazil. 

Penelitian menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analitik.  

Teknik pengumpulan data menggunakan metode library research (pustaka) yang 

menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah lainnya, 

serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi sistem e-voting pada 

penyelenggaraan pemilu di Brazil dilakukan berdasarkan asas wajib, langsung, rahasia, 

universal, bebas, dan adil. Sementara itu, kesiapan Indonesia untuk 

mengimplementasikan sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilu memiliki kendala 

pada mesin e-voting yang digunakan saat ini, yaitu pada laptop dan komputer layar 

sentuh. Alat yang digunakan tersebut memerlukan listrik sebagai penunjang untuk 

beroperasi, sedangkan di Indonesia sendiri suplai listrik tidak merata terutama di 

daerah terpencil. Di samping itu, dalam kajian siyasah dusturiyah, sistem e-voting 

dapat dianggap sejalan dengan hukum syariah apabila memenuhi prinsip musyawarah, 

keadilan, persamaan, kebebasan, dan amanah, serta prinsip jalb al-mashalih wa dar al-

mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat). 

 

Kata Kunci: Kesiapan, Sistem E-Voting, Pemilu 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan 

dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan 

transliterasinya ke dalam huruf latin: 

Huruf Nama Nama Latin Nama 

 ا
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 ب
Ba B Be 

 ت
Ta T Te 

 ث
Tsa Ts te dan sa 

 ج
Jim J Je 

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 خ
Kha Kh ka dan ha 

 دِ
Dal D De 
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 ذِ
Dzal Dz de dan zet 

 ر
Ra R Er 

 ز
Zai Z Zet 

 س
Sin S Es 

 ش
Syin Sy es dan ya 

 ص
Shad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
Dhad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ط
Ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ع
‘ain ‘ koma terbalik ke atas 

 غ
Gain G Ge 

 ف
Fa F Ef 

 ق
Qaf Q Qi 
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 ك
Kaf K Ka 

 ل
Lam L El 

 م
Mim M Em 

 ن
Nun N En 

 و
Wau W We 

 ىه
Ha H Ha 

 ء
Hamzah ̕ Apostrof 

 ي
Ya Y Ya 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’) 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I اِ
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 Dhomma U U ا َ

 

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai a dan i ىَيِْ

 Fathah dan Wau Au a dan u ىَوِْ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas` ىَا / ىَي

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِيِْ

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas ىوُ

 

Contoh: 

 Māta : ماتِ

 Ramā : رمى

 Qīla : قيل

 Yamūtu : يموت
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4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah [t]. 

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:  

 rauḍah al-jannah atau rauḍatul Jannah : وْضَةُِالجَنَّةِِ

 : الَْمَدِيْنَةُِالْفَاضِيْلَةِِ
al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul 

fāḍilah 

 al-hikmah : الَْحِكْمَةُِ

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 Rabbanā : رَبَّنَا

يْنَا  Najjainā : نَجَّ

 al-haqq : الَْحَقِ 

 al-hajj : الَْحَجِ 

 nuʻʻima : نعُْمَِ

 ʻaduwwun : عَدُوِ 

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (   :maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh ,(ىِيِِّ

 ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) : عَرَبِيِ 

 ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) : عَلِيِ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ِل 

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy- syamsu) : الَْشَمْسُِ

لْزَلَةُِ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الفَلْسَفَةُِ

 al-bilādu : الَْبلَِادُِ
 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak 

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh:  

 al-syamsu (bukan asy- syamsu) : الَْشَمْسُِ

لْزَلَةُِ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الفَلْسَفَةُِ

 al-bilādu ; الَْبلَِادُِ
 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), 



 

 

 

xx 

Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

 

Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

 

9. Lafẓ al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

 Billah باِالله Dīnullah دِيْنُِاللهِِ
 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:   

 Hum fī rahmatillāh هُمِْفِيِْرَحْمَةِِاللهِِ
 

10. Huruf Kapital 

Walau tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:  

 

Wa mā Muhammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 
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Abū Nasra l-Farabi 

 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu 

Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid 

Muhammad Ibnu) 

 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 

 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subḥānahū wa ta‘āla 

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al- sallām 

H = Hijriah 

M = Masehi 

Sm = Sebelum Masehi 

1. = Lahir tahun 

w. = Wafat tahun 

QS …/…:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحةِ = ص

 بدونِ = دم

 صلىِاللهِعليهِوسلمِ = صلعمِ

 طبعة = ط
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 بدونِناشر = ىن

 إلىِآخرهاِ/ِإلىِآخرهِ = الخ

 جزءِ = ج

 

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi 

perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut: 

1. ed. : editor Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih 

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, 

kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma 

(,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga 

mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, 

tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau 

sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan 

sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”  

2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan- 

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, 

penggunaannya harus konsisten.  

3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur 

sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena 

karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara 

cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa 

juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan 

edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.  

4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.  
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5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku 

atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz.  

6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam 

menjalankan pemerintahannya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat 

(2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 1 Ayat (2) 

ditegaskan bahwa kedaulatan Indonesia sepenuhnya berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut undang-undang. Kemudian pada Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan 

bahwa konsep negara Indonesia adalah negara hukum atau reechtsstaat dengan 

prinsip “the rule of law” yang menekankan bahwa pada pengambilan setiap 

kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.1  Mengingat setiap 

kebijakan yang akan diambil nantinya akan kembali kepada rakyat selaku 

pemegang penuh kedaulatan. Semua hal ini sejalan dengan cita-cita demokrasi 

yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu adalah pemerintah 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Sebagai negara hukum yang demokratis, maka pemenuhan kedaulatan 

rakyat merupakan unsur terpenting. Maka dari itu, pemilu atau pemilihan umum 

hadir sebagai salah satu jalan dalam mewujudkan martabat demokrasi pada konsep 

negara hukum Indonesia. Pemilu sendiri merupakan proses pemilihan yang 

dilakukan oleh rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai 

pemimpin negara, memilih DPR, DPD, dan DPRD sebagai wakil rakyat, serta 

memilih Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai pemimpin 

ditingkat provinsi, kabupaten dan kota. Agar pemilu berjalan dengan demokratis, 

maka penyelenggaraan pemilu harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil. 

 
1 Hasanuddin Hasim dkk., “Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum 

Indonesia,” JURNAL SULTAN 1, no. 1 (2022): 44–51, https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3217. h. 
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Pemerintah dalam membuat kebijakan negara harus berdasarkan 

kepentingan rakyat, ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah sebagai wakil 

rakyat kepada rakyat yang memilihnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

negara penganut sistem demokrasi akan menghasilkan pemilu yang berkualitas, 

karena pemilu yang demokratis akan mencegah kekuasaan negara lepas dari 

kendali rakyat dan mendorong pemerintah untuk bertanggungjawab kepada 

rakyat.2 

Praktik pelaksanaan pemilu saat ini menggunakan metode konvensional. 

Metode tersebut dilakukan dengan tahapan, pertama, pada hari pemilihan 

berlangsung, warga yang memiliki hak pilih datang ke TPS melakukan 

pendaftaran menggunakan KTP dan C-Formulir. Kedua, warga yang telah 

terverifikasi sebagai pemilih melakukan pemungutan suara di bilik suara dengan 

mencoblos kandidat pilihannya pada kertas suara yang telah diberikan, setelah 

selesai, pemilih kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara. Ketiga, setelah 

proses pemungutan suara selesai, dilakukan proses perhitungan suara secara 

berjenjang oleh petugas pemilihan dengan disaksikan oleh warga setempat. 

Tiada gading yang tak retak, praktik pemilu dengan menggunakan metode 

konvensional dianggap masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu terjadinya 

kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti surat suara sudah tercoblos, 

surat suara hilang, politik uang, dan lainnya. Steven F. Huefner berkata bahwa 

kecurangan pemilu dapat dilakukan oleh kandidat yang tidak jujur dan jelas 

mempunyai motif untuk melakukan hal tersebut jika mereka menemukan peluang 

untuk melakukannya. Hal ini juga dapat dilakukan oleh petugas pemungutan suara 

atau penyelenggara pemilu lainnya yang biasanya memiliki peluang lebih besar. 

Kecurangan pemilu juga dapat dilakukan oleh individu-individu terisolasi atau 

 
2  Akhmad Zaki Yamani, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia” 

(Universitas Islam Malang, 2023). h. 3-4 
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kelompok-kelompok terorganisir dari kalangan pemilih yang motif dan 

peluangnya dilemahkan. 

Permasalahan lainnya dalam praktik pemilu dengan menggunakan metode 

konvensional adalah adanya kesalahan manusia (human error). Hal ini meliputi 

kacaunya daftar pemilih, tingginya jumlah suara tidak sah akibat banyak pemilih 

yang salah memberikan tanda saat proses pemungutan suara, lambatnya proses 

tabulasi hasil perhitungan suara dari berbagai daerah, serta besarnya anggaran 

yang dianggap mencerminkan ketidakefektifan pelaksanaan pemil. Akibatnya, 

pesta demokrasi tidak dapat berjalan secara optimal, yang pada akhirnya 

berimplikasi pada menurunnya tingkat kepuasaan terhadap penyelenggaraan 

pemilu.3 

Penggunaan metode sistem electronic voting atau e-voting dalam 

penyelenggaraan pemilu secara umum dapat menjadi solusi. Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai pelopor dalam pengembangan e-voting 

di Indonesia mendefinisikan electronic voting (e-voting) sebagai suatu metode 

pemungutan dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan 

perangkat elektronik. Secara lebih menyeluruh, BPPT menjelaskan bahwa sistem 

e-voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan 

mengolah informasi digital dalam pembuatan surat suara, proses pemungutan 

suara, perhitungan suara, pengiriman serta penayangan hasil perolehan suara, 

hingga pemeliharaan dan penciptaan jejak audit.4 

Dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia 

yang digelar secara hibrida dari Bali pada Rabu (23/3), Menteri Komunikasi dan 

Informatika, Johnny G. Plate, mengusulkan penerapan e-voting dalam Pemilu 

 
3 Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, dan Adit Nurrafi, “Penerapan E-voting 

Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0.,” 

SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 1 (2020): 141–62, 

https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14720. h. 143-144 
4 Arialdi Kaspari, “Kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya 

Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat” (Universitas Andalas, 2023). h. 
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2024. Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu dapat 

memberikan keuntungan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses 

politik yang sah, termasuk dalam tahapan pemilihan, verifikasi identitas pemilih, 

pemungutan suara, perhitungan suara, serta pengiriman dan rekapitulasi hasil 

pemilu.5 

Penerapan sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilu memiliki 

sejumlah manfaat antara lain mempercepat proses perhitungan suara, mengurangi 

biaya pencetakan surat suara, dan peralatan dapat digunakan berulang kali. Selain 

itu, sistem ini juga dapat mengantisipasi berbagai kendala seperti rusaknya kotak 

suara selama distribusi, kesalahan akibat human error, serta lambatnya proses 

tabulasi data hasil perhitungan suara dari berbagai daerah.  

Penggunaan sistem e-voting juga dapat menjadi solusi untuk menghindari 

kelelahan petugas pemilu yang berakibat fatal, seperti yang terjadi pada Pemilu 

2019. Berdasarkan data, sebanyak 554 petugas baik dari KPU, Bawaslu dan Polri 

meninggal dunia, dengan 440 di antaranya berasal dari Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS), sementara 3,788 lainnya jatuh sakit. Dengan 

mempertimbangkan kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika 

(Menkominfo) mengusulkan agar Pemilu 2024 menerapkan sistem e-voting guna 

meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam proses pemungutan suara.6 

Pada beberapa dekade terakhir, banyak negara di seluruh dunia, termasuk 

India, Brazil, Amerika Serikat, Belgia, dan lainnya, telah mengadopsi sistem e-

voting. Risnanto menguraikan hasil penelitiannya mengenai pengalaman negara-

negara tersebut ketika menerapkan sistem e-voting sebagai berikut: 

 
5 D.Dj. Kliwantoro, “E-voting Dari Kacamata Regulasi dan Keamanan Siber,” ANTARA, 26 

Maret 2022, https://www.antaranews.com/berita/2783521/e-voting-dari-kacamata-regulasi-dan-

keamanan-siber 
6  Andri Setiawan, “Penerapan Sistem E-voting Pada Era Society 5.0 Sebagai Hasil Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009,” Majalah Hukum Nasional 53, no. 1 (2023): 49–72, 

https://doi.org/10.33331/mhn.v53i1.217. h. 51-52 
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1. Mengimplementasikan e-voting secara penuh: India, Brazil, Filipina, dan 

Estonia. 

2. Mengimplementasikan e-voting secara parsial: Argentina, Amerika Serikat, 

Belgia, Kanada, Jepang, Meksiko, Prancis dan Peru. 

3. Membatalkan implementasi e-voting setelah berbagai uji coba: Australia, 

Kosta Rika, Finlandia, Guatemala, Inggris, Irlandia, Italia, Kazakhstan, dan 

Norwegia. 

4. Menghentikan atau tidak melanjutkan implementasi e-voting: Belanda, 

Jerman, dan Paraguay. 

5. Sedang proses uji coba e-voting: Bangladesh, Bhutan, Ekuador, Mongolia, 

Swiss, Nepal, dan Indonesia. 

Di antara negara-negara yang telah menerapkan e-voting secara menyeluruh, 

terdapat beberapa perbedaan dalam penggunaan teknologi, seperti yang 

ditampilkan dalam Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 Perbedaan Penggunaan Teknologi pada Negara yang 

Mengimplementasikan E-Voting secara Penuh 

Teknologi 
Negara 

India Brazil Filipina Estonia 

Perangkat 

EVM 

(Electronic 

Voting 

Machine) 

GX-1 

Integrated 

Processor 

PCOS 

Tidak ada 

(Gadget 

voters/internet 

voting) 

Paper 

Audit Trail 

VVPAT 

Machine 
Tidak 

Surat suara 

konvensional 

Tanda terima 

digital 

Koneksi 

Internet 
Tidak Tidak 

Ya (hanya 

untuk 

perhitungan) 

Ya 

Wi-Fi/USB Tidak Tidak 

Ya (hanya 

untuk 

perhitungan) 

Ya 

Power Baterai Baterai 
Baterai dan 

listrik 

Baterai dan 

listrik 
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Hasil 
Sukses tanpa 

masalah 

Sukses 

tanpa 

masalah 

Sukses tapi 

dengan banyak 

komen/klaim 

negatif 

Sukses tapi 

dengan banyak 

komen/klaim 

negatif 
 

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan e-voting di India dan 

Brazil berjalan lebih baik dibandingkan dengan di Filipina dan Estonia.7 Melihat 

perbedaan di atas, penelitian ini memilih Brazil sebagai perbandingan. Brazil 

dipilih karena mempunyai kesamaan sistem hukum dengan Indonesia yaitu sama-

sama menggunakan sistem hukum civil law yang berdasar pada hukum tertulis atau 

kodifikasi hukum dimana aturan-aturan hukum disusun dalam bentuk undang-

undang yang menjadi sumber hukum utama. Sama dengan Indonesia, Brazil juga 

merupakan negara demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan 

presidensial dimana presiden dipilih melalui pemilihan umum yang langsung oleh 

rakyat. Selain itu, Brazil juga termasuk ke dalam daftar negara dengan populasi 

penduduk terbesar bersama Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk 

sebanyak 278.696.200 berada pada posisi ke empat dan Brazil dengan jumlah 

penduduk sebanyak 221.289.000 berada pada posisi ke tujuh.8 

Menurut ACE Project, pada kenyataannya Brazil sudah jauh lebih lama 

mengimplementasikan metode e-voting, yaitu ketika pemilihan Mahkamah Agung 

Brazil yang pada saat itu dilakukan dengan menggunakan komputer, tepatnya pada 

tahun 1985. Setahun setelahnya, pada 1986, pemerintah Brazil melakukan 

feasibility study terkait penggunaan teknologi e-voting. Kemudian, pada 1996, 

sistem e-voting mulai diperkenalkan pada pemilu lokal di Kota Santa Catarina. 

Dua tahun setelahnya, pada 1998, metode ini mulai digunakan secara nasional 

sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu. Dan sejak 2006 hingga saat 

ini, Brazil terus mengembangkan konsep demokrasi berbasis e-voting untuk 

meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pemilu. 

 
7 Slamet Risnanto dan Yahaya Abd Rahum, “E-voting: Technology Requirements Mapping,” 

TEM Journal 11, no. 3 (Agustus 2022): 1282–90, https://doi.org/10.18421/TEM113-37. h. 1284-1285 
8 “Daftar negara menurut jumlah penduduk,” dalam WIKIPEDIA, 2024. 
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Berkaitan dengan kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan e-voting 

pada penyelenggaraan pemilu, sebenarnya telah banyak dibahas oleh para peneliti. 

Di antaranya ada Karmanis, dimana dalam penelitian komparasinya, dia sampai 

pada kesimpulan bahwa sistem e-voting dapat meningkatkan keefektifan serta 

keefisienan proses pemilihan. 9  Selanjutnya ada Wijaya, yang dimana melalui 

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), dia menemukan dan 

menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam 

mengimplementasikan e-voting. 10   Sebagai tambahan, Dewanti dalam studi 

reflektifnya juga berkesimpulan bahwa e-voting dalam pemilu dapat mempercepat 

proses rekapitulasi serta mencegah petugas lelah karena beban kerja yang berat.11 

Kesiapan sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia juga 

dapat dilihat dari beberapa daerah di Indonesia sendiri yang sebenarnya telah ada 

yang menerapkan sistem e-voting. Penggunaan sistem e-voting dibolehkan asal 

memenuhi syarat kumulatif sebagaimana yang terlampir pada amar Putusan MK 

Nomor 147/PUU-VII/2009, yaitu: 

a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 

b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, 

pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan 

masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang 

diperlukan. 

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan 

kewenangannya, telah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji 

materi terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

 
9 Karmanis, “Electronic-Voting (E-voting) dan Pemilihan Umum,” Mimbar Administrasi 18, 

no. 2 (2021): 11–24, http://dx.doi.org/10.56444/mia.v18i2.2526. h. 12 
10  Junior Hendri Wijaya, Achmad Zulfikar, dan Iman Amanda Permatasari, “Implementasi 

Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia,” Jurnal Pemerintahan dan 

Kebijakan (JPK) 1, no. 1 (2019): 51–59, https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841. h. 58 
11  Mhd. Ansor Lubis, Wenggedes Frensh, dan Fitri Yanni Dewi Siregar, “Penerapan Asas 

Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-voting) Pada Pemilu Tahun 2024,” Jurnal Ilmiah Penegakan 

Hukum 9, no. 1 (2022): 44–56, https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491. h. 46 
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Daerah. Keputusan yang dihasilkan membahas aspek penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah berbasis teknologi. Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 

memuat pertimbangan Mahkamah terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 88 

dalam undang-undang tersebut terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi 

“Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara”. 

Pada prinsipnya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) 

UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara 

demokratis”. Ketentuan ini selanjutnya diatur lebih rinci dalam Pasal 56 Ayat (1) 

UU Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah bahwa “Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan 

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil”. Dalam hal ini, pemohon berargumen bahwa Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 

2004 menjadi hambatan dalam penerapan metode pemungutan suara berbasis 

teknologi informasi. Seharusnya, ketentuan tersebut mempertimbangkan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya melalui sistem e-

voting. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan permohonan agar e-voting 

disahkan sebagai bentuk transformasi dari sistem pemilihan umum konvensional. 

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 tanggal 

30 Maret 2010 atas pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dikeluarkan, maka dilakukan perubahan kebijakan pilkada 

di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Ketentuan pilkada dalam undang-

undang tersebut dicantumkan dalam Pasal 85 yang berbunyi: 

(1) Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: 

a) Memberi tanda satu kali pada surat suara; atau 

b) memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. 
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(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam 

penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU 

Selanjutnya, perubahan pada undang-undang Pilkada yang kedua, lebih 

tepatnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, pasal tersebut juga mengalami 

perubahan, sehingga di antara Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 85 disisipkan 2 ayat, 

yakni Ayat (2a) dan Ayat (2b) dengan demikian, Pasal 85 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: 

a) memberi tanda satu kali pada surat suara; atau  

b) memberi suara melalui peralatan 

(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam 

penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan. 

(2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah 

Daerah dari segi Infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan 

prinsip efisiensi dan mudah. 

(2b) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan 

berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan 

memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54C ayat (3).12 

Dengan berlandaskan pada aturan-aturan di atas, hingga saat ini lebih dari 

2000 desa yang tersebar di 28 kabupaten di 15 provinsi telah berhasil 

mengimplementasikan sistem e-voting. Beberapa daerah tersebut tercatat sebagai 

berikut: 

• Tahun 2013: Boyolali 7 Desa, Jembrana 2 Desa, Musia Rawas 2 Desa. 

• Tahun 2014: Musi Rawas 95 Desa.  

• Tahun 2015: Bantaeng 9 Desa, Boalemo 30 Desa, Banyuasin 160 Desa, Empat 

Lawang 101 Desa. 

• Tahun 2016: Bantaeng 9 Desa, Boalemo 30 Desa, Banyuasin 160 Desa, 

Batang Hari 32 Desa. 

• Tahun 2017: Bogor 1 Desa, Agam 28 Desa, Boyolali 5 Desa, Boalemo 17 Desa, 

Bantaeng 25 Desa, Banyuasin 45 Desa, Mempawah 20 Desa, Musi Rawas 16 

Desa, Indragiri Hulu 1 Desa. 

• Tahun 2018: Bogor 1 Desa, Sidoarjo 14 Desa, Luwu Utara 3 Desa, Oku Timur 

40 Desa, Pemalang 172 Desa, Batanghari 15 Desa, Sarolangun 39 Desa. 

• Tahun 2019: Agam 35 Desa, Boyolali 22 Desa, Lumajang 2 Desa, Situbondo 

5 Desa, Boalemo 17 Desa, Magetan 18 Desa, Oku Timur 8 Desa, Bantaeng 16 

Desa, Indragiri Hulu 3 Desa, Toraja Utara 87 Desa. 

• Tahun 2020: Sidoarjo, Sleman 49 Desa, Banyuasin 80 Desa, Batanghari 60 

Desa, Sarolangun 62 Desa, Musi Rawas 42 Desa, Mempawah 30 Desa. 

• Tahun 2021: Barito Kuala 43 Desa, Sleman 35 Desa, Bantaeng 9 Desa, 

Indragiri Hilir 1 Desa. 

 
12  Sandy Prayoga, “Penggunaan E-voting dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

Serentak Tahun 2024BerdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 202,” AWASIA: Jurnal Pemilu dan 

Demokrasi 1, no. 2 (2021): 160–75. h. 167-168 
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• Tahun 2022: Bulukumba 1 Desa, Boalemo 16 Desa, Lampung Tengah 5 Desa, 

Pesawaran 1 Desa. 

• Tahun 2023: Malinau 2 Desa, Mempawah 19 Desa, Agam 38 Desa, 

Bantaeng 25 Desa. 

Keunggulan teknologi e-voting secara nyata dirasakan dalam setiap 

pelaksanaan pilkades, terbukti dengan penerapannya yang terus eberlanjut di 

berbagai kabupaten seperti Banyuasin, Agam, dan Bantaeng. Kabupaten-

kabupaten tersebut kembali menyelenggarakan pilkades berbasis elektronik pada 

tahun ini. Rizqi Ayunda Pratama menegaskan: “Melalui dukungan Pemerintah 

dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/1115/BPD pada 8 Maret 2021 

tentang Arahan Penerapan Pemilihan Kepala Desa melalui e-voting, kami yakin 

dan siap untuk meluaskan penerapan e-voting di seluruh wilayah Indonesia 

sehingga tercipta penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan 

akuntabel”.13 

Islam sendiri juga memandang sistem e-voting sebagai inovasi modern yang 

sejalan dengan semangat musyawarah dalam fiqh siyasah. Fish siyasah adalah 

salah satu ilmu hukum Islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia 

dalam bertatanegara menetapkan tujuan utamanya adalah kemaslahatan dalam 

bermasyarakat. 14  Secara garis besar ruang lingkup fiqh siyasah mencakup 

kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), 

ekonomi (siyasah maliyah), dan administrasi negara (siyasah idariyah).  

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka kajian mengenai sistem e-voting 

termasuk ke dalam siyasah dusturiyah yang mengatur pola hubungan masyarakat 

dan pemerintah melalui undang-undang khususnya mengenai bagaimana 

pemilihan suatu pemimpin. Penggunaan sistem e-voting yang baik dan benar pada 

 
13  Humas PT INTI (Persero), “Sukses Rampungkan Pilkades Elektronik pada Ribuan Desa, 

INTI Group Jadi Satu-Satunya Pemegang Legalitas Sistem e-voting,” INTI, 14 Juni 2023, 

https://www.inti.co.id/?p=12076. 
14 Azzahrah, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem E-Voting Pemilihan Kepala 

Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.” 
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pemilu akan memberikan manfaat yang signifikan bagi ketatanegaraan suatu 

negara, hal ini searah dengan tujuan kemaslahatan dari fiqh siyasah. 

Dalam konteks ini, penelitian tentang penerapan sistem e-voting pada 

penyelenggaraan pemilu memiliki nilai penting dalam memahami peran 

pemerintah untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kesiapan Sistem E-Voting pada Penyelenggaraan Pemilu di 

Indonesia: Studi Perbandingan dengan Sistem E-Voting Brazil” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan 

masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilu di 

Brazil? 

2. Bagaimana kesiapan sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia? 

3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap penerapan sistem e-voting 

pada penyelenggaraan pemilu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem e-voting pada 

penyelenggaraan pemilu di Brazil! 

2. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan sistem e-voting pada penyelenggaraan 

pemilu di Indonesia! 

3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap 

penerapan sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilu? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam diskusi-diskusi 

intelektual mahasiswa, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum berkaitan 
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dengan kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikan sistem e-voting 

pada penyelenggaraan pemilu. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yang 

membahas topik yang sama dalam mencari referensi atau sumber yang dapat 

diandalkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

para penyelenggara pemilu dalam merumuskan kebijakan dan regulasi 

terkait dengan e-voting. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi salah satu syarat untuk saya 

memperoleh gelar sarjana dalam Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negara Parepare. 

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul 

1. Sistem E-Voting 

Sistem e-voting terdiri dari dua istilah, yaitu sistem dan e-voting. Istilah 

sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya kumpulan elemen 

yang saling berhubungan secara teratur sehingga membentuk totalitas. 

Sedangkan e-voting merupakan singkatan dari istilah elektronik dan voting. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elektronik artinya alat yang 

dibentuk dengan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat 

yang dibuat atau bekerja atas dasar elektronik, dan voting artinya pemungutan 

suara karena tidak tercapai kata mufakat. Namun, voting yang yang dimaksud 

dalam istilah ini mengarah pada penentuan pemimpin dengan melakukan 

pemilihan terkait siapa yang sangat layak untuk mewakili mereka, sehingga 

pengertian voting yang dimaksud ialah salah satu cara pengambilan keputusan 

atau perumusan masalah dengan cara pemungutan suara terbanyak. 

Sistem e-voting didefinisikan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) sebagai sistem yang menggunakan perangkat elektronik dan 

mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, 
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menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan 

perolehan suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara.15 

2. Pemilu 

Pemilu atau pemilihan umum adalah suatu proses dalam sistem 

demokratis yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung memilih 

perwakilan rakyat atau pejabat pemerintahan. Ibnu Tricahyo mendefinisikan 

pemilu sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan 

membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai wadah bagi masyarakat  

dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.16 

Pengertian pemilu lebih jelasnya tercantum pada Pasal 1 angka 1 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu sebagai 

berikut “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.”17 

3. Studi Perbandingan 

Studi perbandingan memiliki dua susunan kata, yaitu “studi” dan 

“perbandingan”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “studi” ialah sebuah 

kajian, penelitian maupun analisis. Sedangkan “perbandingan” ialah ilmu yang 

membandingkan struktur pada berbagai spesies yang berbeda.  Pada penelitian, 

studi komparatif biasanya digunakan dalam perbandingan pada persamaaan 

 
15  Romadhona Kusuma Yudha, “Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan 

Sistem E-voting Di Desa L. Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan,” 

Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) 1, no. 1 (2021): 41–49. h. 44 
16 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2011). 
17 “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” (t.t.). 
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ataupun perbedaan dari sebuah fakta maupun sifat objek penelitian yang 

didasarkan pada kerangka penelitian.18 

Mohammad Nasir, menguraikan pengertian studi komparatif sebagai 

bagian  dari penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menemukan jawaban 

mendasar terkait sebab-akibat dengan menganalisis berbagai faktor penyebab 

yang memicu atau menyebabkan munculnya suatu fenomena tertentu. Menurut 

Sugiyono, studi perbandingan ialah penelitian yang membandingkan 

keberadaan satu atau lebih variabel pada dua sampel atau lebih pada titik waktu 

yang berbeda. Dari dua pengertian ahli di atas, maka studi perbandingan dapat 

disimpulkan sebagai jenis penelitian dimana dua variabel atau lebih 

dibandingkan untuk menemukan jawaban atau bukti tentang apakah ada 

perbedaan antara subjek yang diteliti atau tidak.19 

F. Tinjauan Penelitian Relevan 

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ari Wibowo, pada tahun 2023 dengan 

judul “Implementasi Penerapan E-Voting dalam Rangka Transformasi 

Digital pada Manajemen Pemilihan Umum di Indonesia” 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pemilihan umum yang 

seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti waktu yang terbatas, biaya, 

dan logistik. Untuk mengatasi masalah tersebut, modernisasi sistem pemilu 

Indonesia berfokus pada transformasi digital. Salah satu wujud dari 

transformasi digital ini adalah e-voting, yaitu pemanfaatan teknologi elektronik 

dalam setiap proses pada tahapan pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari konsep, manfaat, dan hambatan dalam pengimplementasian e-

voting dengan melihat pengalaman negara lain yang telah menerapkan e-voting. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan analisis komparatif 

 
18  Khurin Ainun Azmi, “Studi Komparatif Kitab Syarah al-Arba’in an-Nawawiyah karya 

Syaikh al-Usaimin dengan Kitab Syarah Mukhtar al-Ahadis Karya KH. Moch. Anwar dan Dkk Dalam 

Telaah Kitab Hadis” (IAIN Kudus, 2022). h. 8 
19 Gianita Syahada, “Studi Komparatif Terhadap Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Fiqh 

dan Hukum Positif” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022). 
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terhadap pengalaman negara lain dalam mengimplementasikan e-voting. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa 1) e-voting memiliki potensi besar dalam 

meningkatkan partisipasi pemilih, memperkuat transparansi, dan meningkatkan 

efisiensi pemilu; 2) implementasi e-voting di Indonesia membutuhkan 

perhatian serius terhadap aspek hukum dan regulasi; serta 3) terdapat tantangan 

teknis dalam implementasinya, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, 

pelatihan personel, keamanan suara, dan efektivitas komunikasi.20 

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas implementasi sistem e-voting 

pada pemilu. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu jenis penelitian 

pustaka dengan analisis komparatif terhadap pengalaman negara lain dalam 

mengimplementasikan e-voting. Namun, terdapat juga perbedaan yaitu pada 

penelitian terdahulu hanya sekedar membahas pengalaman negara lain ketika 

mengimplementasikan e-voting dalam pemilu. Sedangkan pada penelitian ini 

tidak hanya sekedar membahas pengalaman negara lain ketika 

mengimplementasikan e-voting dalam pemilu, tetapi juga akan membahas 

prosedur pemilu dengan menggunakan sistem e-voting dari negara tersebut, 

yang kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan untuk di adopsi oleh 

Indonesia. 

2. Skripsi penelitian yang ditulis oleh Andi Rizki Faturrahman, pada tahun 

2022 dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Kepala 

Desa Berbasis E-Voting 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pemilihan kepala desa 

menggunakan sistem e-voting di Kabupaten Mempawah menghadapi beberapa 

tantangan, antara lain; kurangnya kesiapan panitia dalam mengawasi kegiatan 

dan keterbatasan alat e-voting. Selain itu, sosialisai yang tidak merata di 

 
20 Ari Wibowo, “Implementasi Penerapan E-voting dalam Rangka Transformasi Digital pada 

Manajemen Pemilihan Umum di Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, 

November 2023, 15–25. h. 15 
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masyarakat menyebabkan banyak masyarakat belum memahami cara 

pemilihan dengan sistem ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem e-voting di 

Kabupaten Mempawah serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah-

masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa dalam pelaksanaan e-voting pada pemilihan 

kepala desa masih terhambat oleh beberapa hal, yaitu kurangnya sumber daya 

manusia, terbatasnya peralatan e-voting, dan sosialisasi yang kurang efektif.21 

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas sistem pemilihan berbasis e-

voting. Namun, terdapat juga perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan 

dokumentasi kepada panitia penyelenggara pemilihan dan masyarakat pemilih 

terkait jalannya Pilkades berbasis e-voting di desa tersebut. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dengan 

melakukan pengumpulan data hukum terkait sistem e-voting untuk 

diimplementasikan pada pemilu di Indonesia. 

3. Skripsi penelitian yang ditulis oleh Abdul Basid Fuadi, pada tahun 2015 

dengan judul “Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia” 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan penurunan 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Padahal partisipasi politik 

dalam negara demokrasi merupakan bukti penyelenggaraan kedaulatan rakyat. 

Sementara itu, di sisi lain, perkembangan teknologi semakin pesat dengan 

tujuan utama membantu kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu 

penerapannya adalah penggunaan teknologi atau disebut dengan sistem e-

 
21  Andy Rizki Faturrahman, “Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Kepala Desa 

Berbasis E-voting Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat” (Institut 

Pemerintahan Dalam Negeri, 2022). h. 2 
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voting dalam sistem pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek 

hukum yang mengatur sistem e-voting dalam pemilu serta mengidentifikasi 

peluang dan tantangan penerapan sistem e-voting sebagai pengganti metode 

konvensional dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian normatif. Hasil penelitian menjukkan bahwa penerapan sistem e-

voting telah sejalan dengan kerangka hukum di Indonesia, sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, serta 

Pasal 85 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.22 

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas sistem e-voting dalam 

penyelenggaraan pemilu. Jenis penelitian yang digunakan juga sama, yaitu jenis 

penelitian normatif. Namun, terdapat juga perbedaan yaitu pada penelitian 

terdahulu melakukan tinjauan yuridis terhadap sistem e-voting. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan mengkaji prosedur penyelenggaraan pemilu di Brazil 

yang menggunakan sistem e-voting secara penuh, yang kemudian akan 

dilakukan perbandingan untuk di adopsi oleh Indonesia. 

G. Landasan Teori 

1. Teori Demokrasi 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia (kekuasaan rakyat), 

yang terbentuk dari kata “demos” yang artinya rakyat, dan kata “kratos” yang 

artinya kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan 

 
22  Abdul Basid Fuadi, “Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum di Indonesia” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 
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persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga 

negara.23 

Menurut Hans Kelsen, gagasan demokrasi berawal dari konsep 

kebebasan yang ada dalam pemikiran manusia. Pada mulanya, istilah 

"kebebasan" sering dikaitkan dengan makna negatif, yaitu ketiadaan ikatan atau 

kewajiban. Namun, Hans Kelsen menolak pandangan tersebut. Ia berpendapat 

bahwa dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kebebasan tidak dapat 

diartikan secara sederhana sebagai ketiadaan batasan, melainkan sebagai 

prinsip yang memungkinkan individu menentukan kehendaknya sendiri. 

Pemikiran inilah yang kemudian menjadi landasan teori demokrasi menurut 

Hans Kelsen.24 

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hukum demokrasi memiliki 

peran penting bagi rakyat. Menurutnya, demokrasi merupakan sistem 

kekuasaan yang berasal dari, dijalankan oleh, dan ditujukan untuk kepentingan 

rakyat. Secara sederhana, demokrasi berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk 

menentukan siapa yang berwenang memerintah dan mewakili mereka. Dalam 

konteks politik atau secara formal, demokrasi dapat didefinisikan sebagai 

sistem yang memungkinkan keberadaan berbagai partai politik yang bersaing 

secara bebas serta menjamin kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia 

dalam proses pemilihan. 

Dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jimly Asshiddiqie 

membagi demokrasi ke dalam dua bentuk berdasarkan praktiknya, yaitu 

demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung 

diwujudkan melalui referendum, di mana rakyat berpartisipasi langsung dalam 

pengambilan keputusan politik. Sementara itu, demokrasi tidak langsung, yang 

 
23  Dwi Novita Ramadhanti, “Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi 

Politik,” Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, no. 9 (2022): 361–66, 

https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677. h. 362 
24 Haniefa Hebatullah, “Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Di Indonesia,” 2021. h. 3 
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disebutnya sebagai demokrasi perwakilan, dijalankan melalui lembaga 

perwakilan yang bertugas mewakili rakyat dalam proses pengambilan 

keputusan politik.25 

Selanjutnya, Prof. Jimly Asshiddiqie menguraikan delapan prinsip 

demokrasi, antara lain sebagai berikut:26 

a) Jaminan atas kesetaraan dan persamaan dalam kehidupan bermasyarakat; 

b) pengakuan serta penghormatan terhadap keberagaman atau pluralitas; 

c) keberadaan aturan yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bersama; 

d) mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan aturan yang 

disepakati bersama; 

e) pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia; 

f) pembatasan kekuasaan melalui sistem pemisahan dan pembagian 

wewenang; 

g) keberadaan peradilan yang independen, tidak memihak, serta memiliki 

kewenangan tertinggi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran; 

h) pembentukan lembaga peradilan khusus guna menjamin keadilan bagi 

warga negara yang dirugikan akibat keputusan atau kebijakan pemerintah. 

Demokrasi memiliki dua dimensi utama, yaitu: 1) contention, yang 

merujuk pada adanya kompetisi yang bebas bagi para kandidat, dan 2) 

participation, yaitu hak memilih bagi setiap warga negara yang telah dewasa. 

Dalam sistem demokrasi, keberlangsungan pemerintahan yang baik bergantung 

pada jaminan konstitusional bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, 

berserikat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, negara 

harus melindungi hak-hak dasar warga negara sebagaimana yang diatur dalam 

konstitusi serta menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, 

 
25  Evi Ardianti, “Pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang Demokrasi dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah” (Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). 
26 Luluk Chikmawati, “Perbandingan Konsep Demokrasi antara Jimly Asshddiqie dan Yusuf Al 

Qaradhawi” (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023). h. 32-33 
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terciptanya masyarakat yang demokratis juga bergantung pada dukungan rakyat 

terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti sikap toleransi, penghargaan terhadap 

perbedaan pendapat, penolakan terhadap kekerasan, serta kemampuan untuk 

mencari solusi secara damai dengan mengutamakan kepentingan bersama di 

atas kepentingan kelompok tertentu.27 

Sejak reformasi tahun 1998, demokrasi di Indonesia telah mengalami 

perkembangan yang pesat. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara 

berkala menjadi salah satu karakteristik utama, yaitu dengan memberikan hak 

kepada rakyat untuk memilih wakil mereka di tingkat nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota. Prinsip transparansi dan akuntabilitas semakin ditekankan, 

dengan pemerintah yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat serta 

masyarakat yang aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Konstitusi 

menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, memungkinkan warga 

untuk menyuarakan opini serta mengkritik pemerintah secara terbuka. Selain 

itu, perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian utama dengan 

pembentukan lembaga seperti Komnas HAM yang bertugas melindungi dan 

mempromosikan hak-hak individu. Meskipun demikian, masih terdapat 

berbagai tantangan, seperti korupsi, ketimpangan sosial-ekonomi, serta 

permasalahan dalam sistem hukum. Namun, pemerintah dan masyarakat 

Indonesia terus berupaya memperkuat demokrasi dengan mengatasi 

kekurangan yang ada, memperjuangkan keadilan, serta meningkatkan 

partisipasi publik dalam proses politik.28  

 

 

 
27  Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfa, dan Poppy Belladonna, “Demokrasi Pancasila dalam 

Membangun Demokrasi ‘Sehat,’” JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1, no. 2 (2022): 110–23, 

https://doi.org/10.57248/jishum.v1i2.25. h. 110-111 
28 Alifa Ulfiyyati dkk., “Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa 

Depan,” Advances In Social Humanities Research 1, no. 4 (2023): 435–44, 

https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48. h. 438 
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2. Teori Teknologi Informasi 

Teknologi informasi terdiri dari dua kata, yaitu "teknologi" dan 

"informasi." Teknologi merujuk pada pengembangan serta penerapan berbagai 

alat, mesin, bahan, dan proses yang bertujuan untuk membantu manusia dalam 

menyelesaikan masalah. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan 

inovasi dalam bentuk alat baru yang diciptakan berdasarkan prinsip dan proses 

ilmiah. Sementara itu, informasi merupakan sekumpulan data yang saling 

berkaitan dan telah melalui proses pengolahan yang kompleks. Dengan kata 

lain, informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah diproses 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan 

bermanfaat.29 

Menurut Tata Sutabri, teknologi informasi adalah teknologi yang 

berfungsi untuk mengolah, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, 

serta memanipulasi data dengan berbagai metode guna menghasilkan informasi 

yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan harus relevan, akurat, dan tersedia 

tepat waktu, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan individu, dunia usaha, 

maupun lembaga pemerintahan. Selain itu, informasi yang dihasilkan memiliki 

nilai strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan.30 

Menurut Sutarman, teknologi informasi bertujuan untuk mendukung 

manusia dalam menyelesaikan permasalahan, merangsang kreativitas, serta 

 
29  Muhammad Febryan Hadipratama, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi, Disiplin Kerja Serta Keadaan Lingkungan Kerja Terhadap Persepsi Kualitas Kinerja Guru 

Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 03 dan 011 Kelurahan Semper 

Barat Jakarta Utara)” (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2022). h. 11 
30  Adi Rachmanto dan Yogi Riyan Aditama, “Pengaruh Teknologi Informasi, Kemampuan 

Pengguna Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi(Studi KasusPada 

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat),” JEMBA : Journal Of Economics, 

Management, Business, And Accounting 2, no. 2 (2022): 74–94, 

https://doi.org/10.34010/jemba.v2i1.7492. h. 77 
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meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pekerjaan. 

Teknologi ini memiliki enam fungsi utama, yaitu:31 

a. Menangkap (capture), teknologi informasi dapat menangkap atau menerima 

data masukan; 

b. Mengolah (processing), setelah data diterima, teknologi informasi dapat 

mengolahnya dengan menyusun catatan rinci dari berbagai aktivitas. 

Misalnya, data yang diperoleh dari perangkat input seperti keyboard, kamera, 

atau mikrofon akan diproses lebih lanjut melalui berbagai tahapan, seperti 

konversi, analisis, perhitungan, dan sintesis, sehingga menghasilkan 

informasi yang dapat digunakan; 

c. Menghasilkan (generating), menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih 

berguna, misalnya tabel, grafik, dan laporan; 

d. Menyimpan (storage), adanya teknologi informasi membuat data dapat 

disimpan ke suatu media, misalnya disket, tape, CD, DVD, hard disk, flash 

dick, hingga cloud storage. 

e. Mencari kembali (retrievel), teknologi informasi mampu menelusuri atau 

mencari kembali data informasi yang sudah disimpan; 

f. Transmisi (transmission), teknologi informasi memudahkan manusia dalam 

mengirimkan data melalui bluetooth atau jaringan internet. 

Teknologi informasi merupakan aset yang harus dimiliki dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan. Semakin canggih teknologi informasi yang dimiliki 

maka akan semakin baik pula informasi yang didapat. 32  Adapun teknologi 

informasi yang berkualitas harus terdiri dari beberapa komponen yang 

 
31 Bayu Ardi Isnanto, “Teknologi Informasi: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Prediksi Masa 

Depan,” detikedu, 23 Juli 2023, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6837518/teknologi-informasi-

pengertian-fungsi-contoh-dan-prediksi-masa-depan. 
32  Ni Luh Wayan Cempaka Suandewi Putri, “Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, 

Kemampuan Teknik Pemakai, Partisipasi Pengguna, Kinerja Individu, Dan Pengalaman Kerja Terhadap 

Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Tegallalang” 

(Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023). h. 22 
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mendukung. Berikut adalah komponen teknologi informasi yang diuraikan oleh 

Sutarman:33 

a. Hardware (Perangkat Keras) merupakan kumpulan alat seperti prosesor, 

monitor, keyboard, dan printer yang berfungsi untuk menerima, memproses, 

serta menampilkan data dan informasi; 

b. Software (Perangkat Lunak) merupakan sekumpulan program komputer 

yang memungkinkan hardware menjalankan pemrosesan data; 

c. Database (Basis Data), merupakan sekumpulan file yang saling terkait dan 

terorganisasi, terdiri dari kumpulan rekaman yang menyimpan data beserta 

hubungan antar data tersebut; 

d. Network (Fasilitas Jaringan dan Komunikasi) merupakan sistem yang 

menghubungkan berbagai perangkat komputer, memungkinkan penggunaan 

bersama serta pertukaran data secara efisien. 

e. People (Orang) merupakan komponen paling penting dalam teknologi 

informasi, mencakup individu yang mengoperasikan dan memanfaatkan 

output dari sistem tersebut. 

Penerapan teknologi informasi memberikan banyak keuntungan bagi 

pengguna, diantaranya:34 

a. Kecepatan (Speed), dengan menggunakan teknologi informasi 

memungkinkan penyelesaian tugas jauh lebih cepat dibandingkan jika 

dilakukan secara manual oleh manusia. Misalnya, perhitungan yang 

kompleks, pencarian kembali data yang tersimpan dalam jumlah banyak, 

serta pengiriman data antar lokasi dapat diselesaikan dalam hitungan detik. 

b. Konsistensi (Consistency), pemrosesan data menggunakan teknologi 

informasi lebih stabil dan teratur dibandingkan manusia, terutama dalam 

 
33  Nidisa Utami, “Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi 

Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Survei Pada Unit Akuntansi 

Keuangan Pada Bank BUMN Di Kota Bandung” (Universitas Komputer Indonesia, 2020). h. 13 
34 Eka Kusmayadi, Pengenalan Teknologi Informasi, 3 ed. (KAJIAN SOFTWARE, 2021). 
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tugas yang bersifat berulang. Sementara manusia cenderung sulit 

menghasilkan sesuatu yang sama persis dalam pekerjaannya, telebih lagi jika 

dilakukan secara berulang-ulang. 

c. Ketepatan (Precision), teknologi informasi mampu mendeteksi perbedaan 

kecil yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Misalnya, dalam 

pencantuman angka desimal, sistem dapat diatur untuk menampilkan banyak 

digit di belakang koma, sehingga meningkatkan tingkat akurasi yang sulit 

dicapai oleh manusia. 

d. Keandalan (Reliability), dalam pencarian informasi, aspek kecepatan, 

konsistensi, dan ketepatan menjadi faktor utama yang meningkatkan 

kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh. Kemungkinan kesalahan akan 

lebih kecil ketika pekerjaan dilakukan dengan bantuan teknologi informasi 

dibandingkan jika hanya mengandalkan tenaga manusia. Oleh karena itu, 

keandalan ini menjadi faktor penting bagi suatu organisasi. 

3. Teori Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah terlahir dari keberadaan fiqh siyasah dengan 

menjadi salah satu ruang lingkup kajiannya. Kata fiqh sendiri berasal dari 

faqaha-yafqahu-fiqhan yang menurut bahasa artinya “paham yang mendalam”. 

Dalam Al-Qur’an, kata faqaha disebutkan sebanyak 20 kali dan 19 kali di 

antaranya merujuk pada pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil 

manfaat darinya”. Fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti 

(zhanni), berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i). Sedangkan 

menurut istilah, fiqh adalah: 

 

 العِلْمُِبالأحْكامِِالشَّرْعِيَّةِِالعمََلِيَّةِِالمُكَسَّبَةِِمِنِْأدَِلَّتِهاِالتَّفْصِيليَّة

Artinya: 

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang 

bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci 

(tafsili).” 
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Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya 

sungguh-sungguh para ulama (mujtahidin) dalam menggali hukum-hukum 

syara’ untuk dapat diterapkan oleh umat Islam. 

Selanjutnya, kata “siyasah” berasal dari kata sasa yang menurut bahasa 

artinya mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan 

pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, Abdul Wahab Khallaf 

menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan 

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. 

Gambaran dari definisi “fiqh” dan “siyasah” di atas memberikan sebuah 

kesimpulan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah pemahaman ulama mujtahid 

tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.35 

Kata “dusturiyah” berasal dari bahasa Persia “dusturi”, yang berarti 

“seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. 

Merujuk pada pengertian itu, dalam perkembangan selanjutnya kata dusturi 

digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) 

Zoroaster (Majusi). Namun setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa 

Arab, kata dusturi berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan 

pembinaan. Sedangkan menurut istilah, dusturi artinya kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar hubungan kerja antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah 

negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). 

Menurut Abu A’la Al-Maududi, “dusturi” adalah “suatu dokumen yang 

memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”. 

Oleh karena itu, dikatakan bahwa dusturi merupakan prinsip-prinsip dasar 

pemerintahan negara mana pun, dan ini terbukti di dalam perundang-

undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Kata “dusturi” 

merujuk pada istilah yang sama dengan kata “constitution” dalam bahasa 

 
35 Muhammad Iqbal, FIQH SIYASAH KONSTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM, 1 

ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014). 
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Inggris, atau “undang-undang dasar” dalam bahasa Indonesia. Dengan 

demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas 

tentang perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, 

konstitusi harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang 

ada di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, baik dalam hal akidah, ibadah, 

muamalah, dan semua hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan.36 

Atjep Jazuli menganalisis ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah ialah 

tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga di 

dalamnya. Namun karena terlalu luas, maka kajian siyasah dusturiyah 

difokuskan pada bidang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah kenegaraan. Dalam konstitusi dibahas tentang sumber dan 

prinsip perundangan-undangan suatu negara, baik berupa sumber material, 

sumber sejarah maupun sumber penafsiran. Inti dalam sumber-sumber tersebut 

adalah peraturan tentang pemerintah dan rakyat. Perumusan konstitusi harus 

memperhatikan latar belakang dan sejarah dari negara yang bersangkutan, baik 

dari masyarakatnya, politiknya maupun budayanya, sehingga tercipta undang-

undang yang sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat negara tersebut.37 

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur urusan umat dan 

harus dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum. Prinsip siyasah 

dusturiyah dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada nash (Al-

Qur’an dan As-Sunnah) dan pada Jalb al-mashalih wa dar al-mafasid 

(mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali, ada 

enam prinsip dalam nash, yaitu 1) tentang kedudukan manusia di bumi, 2) 

musyawarah dan konsultasi, 3) ketaatan kepada pemimpin, 4) keadilan, 5) 

persamaan dan kesetaraan, dan 6) hubungan baik antara umat beragama. 

 
36  Beta Utami, “KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK 

INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH 

DUSTURIYAH” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). h. 47-48 
37 Fatmawati, FIKIH SIYASAH, ed. oleh Muhammad Shuhufi (Gowa: Pusaka Almaida, 2015). 

h. 102 
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Sedangkan prinsip Jalb al-mashalih wa dar al-mafasid harus 

mempertimbangkan keadaan dan kondisi sosial masyarakat agar undang-

undang yang dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak 

memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Kallaf bahwa yang 

menjadi dasar perumusan konstitusi dalam prinsip Islam ialah perlindungan hak 

asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum.38 

Al-Qur’an sebagai suatu petunjuk bagi manusia, memberikan dasar 

yang tetap dan abadi bagi semua prinsip etika dan moral yang diperlukan untuk 

kehidupan ini. Muhammad Asad mengatakan bahwa kehidupan di dunia harus 

berjalan seimbang sehingga berakhir bahagia di akhirat, untuk itu manusia 

sebagai individu harus memiliki tingkah laku yang baik dalam bermasyarakat, 

dan dalam Al-Qur’an dan hadist dijelaskan secara menyeluruh persoalan 

bagaimana sebenarnya tingkah laku yang baik tersebut. Ini menunjukkan 

bahwa penerapan nilai-nilai universal dari Al-Qur’an dan hadist menjadi faktor 

penentu keselamatan umat manusia di dunia ini dan di akhirat, seperti yang 

dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama melalui 

“Piagam Madinah”. 

Tujuan utama Piagam Madinah adalah untuk menciptakan masyarakat 

yang harmonis, mengatur kehidupan sosial, dan menegakkan pemerintahan 

berdasarkan prinsip kesetaraan hak. Piagam ini juga berfungsi sebagai 

konstitusi yang menjadi dasar sosial dan politik bagi masyarakat Madinah. Para 

ahli politik menganggapnya sebagai undang-undang dasar pertama dalam 

sejarah negara Islam yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. 

Setelah wafatnya Nabi, tidak ada konstitusi tertulis yang secara khusus 

mengatur pemerintahan Islam. Umat Islam menjalankan pemerintahan dengan 

berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang tetap menjadi rujukan dari 

 
38  Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH 

DUSTURIYAH, ed. oleh M. Harir Muzakki (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). h. 12-13 
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masa ke masa. Teladan Nabi masih dapat diterapkan oleh para 

khulafaurrasyidin dalam mengelola negara Islam yang terus berkembang. 

Namun, setelah berakhirnya masa kepemimpinan khulafaurrasyidin, terutama 

pada abad ke-19, negara Islam mengalami penjajahan yang berat. Akibatnya, 

para ahli tata negara di berbagai wilayah Islam mulai mempertimbangkan 

pembuatan konstitusi tertulis. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap 

kemunduran umat Islam serta pengaruh gagasan politik Barat yang masuk 

bersamaan dengan kolonialisme.39 

  

 
39 Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, POLITIK ISLAM: Sejarah dan Pemikiran, ed. 

oleh Nur Khasanah (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021). h. 14-15 
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H. Kerangka Pikir 

  Kesiapan Sistem E-Voting pada Penyelenggaraan Pemilu di 

Indonesia: Studi Perbandingan dengan Sistem E-Voting Brazil 

Implementasi Sistem 

E-Voting pada 

Penyelenggaraan Pemilu 

di Brazil 

Perspektif Siyasah 

Dusturiyah terhadap 

Penerapan Sistem  

E-Voting pada 

Penyelenggaraan Pemilu 

Kesiapan Sistem 

E-Voting pada 

Penyelenggaraan Pemilu 

di Indonesia 

Teori Siyasah Dusturiyah 
Teori Teknologi 

Informasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menerapkan sistem e-voting pada pemilu, 

Indonesia memiliki kendala pada infrastruktur teknologi yang tidak memadai di daerah-

daerah terpencil. Sementara pada tingkat pemilu, pemilihan melibatkan seluruh warga 

negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, hal ini merupakan pemenuhan asas 

umum pemilu. Seperti yang kita ketahui bahwa integritas suatu pemilu dapat tercipta 

apabila terpenuhi seluruh asas-asas pemilu di dalamnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, 

mengadopsi mesin e-voting Brazil yang menggunakan baterai merupakan sebuah solusi. 

Brazil sendiri sukses memenuhi asas-asas pemilu pada penggunaan e-voting. 

Teori Demokrasi 

Penerapan sistem e-

voting harus menganut 5 

prinsip yang ada pada 

nash (Al-Qur’an), yaitu 

prinsip asy-syuara 

(musyawarah), al-‘adl 

(keadilan), al-masawah 

(persamaan), huriyyah 

(kebebasan), dan 

amanah, serta prinsip jalb 

al-mashalih wa dar al-

mafasid (mengambil 

maslahat dan menolak 

mudharat). 

Untuk menerapkan 

sistem e-voting di 

tingkat Pemilu, 

Indonesia mempunyai 

kendala pada 

infrastruktur teknologi 

yang tidak memadai di 

daerah terpencil. 

Penyelenggaraan 

Pemilu menggunakan 

sistem e-voting di 

Brazil dilaksanakan 

berdasarkan asas 

pemilu, yakni wajib, 

langsung, rahasia, 

universal, berkala, 

bebas dan sama untuk 

semua orang. 
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I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian 

yang mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, 

teori dan kepustakaan lainnya untuk menjawab bagaimana kesiapan sistem e-

voting pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, saran yang 

dihasilkan dari penelitian harus sedapat mungkin diterapkan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-

isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara 

pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam 

melakukan pemilihannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan sistem e-voting. 

Dengan pendekatan ini kita bisa mengetahui adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya; 

antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar; atau antara regulasi 

dengan Undang-undang. 

b. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan implementasi 

sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilu di Brazil dengan sistem e-

voting pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Perbandingan dilakukan 

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang 

berkaitan dengan e-voting, yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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3. Jenis Data 

Penelitian normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian 

normatif jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang bersifat otoritatif, artinya data tersebut 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan otoritasnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai peraturan perundang-undangan. Adapun 

data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang 

4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang 

5) Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/1115/BPD 

6) Constitutional 1988 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai 

data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, 

jurnal, artikel, karya ilmiah, dan pandangan para ahli hukum (doktrin) yang 

relevan dengan sistem e-voting.  

c. Data Tersier 

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder. Data tersier yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia dan 

sumber sejenis yang diakses melalui internet. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan metode studi 

pustaka yakni dengan cara membaca, mengamati, menelaah, mengkaji dan 

kemudian menyimpulkan data-data yang didapat dari internet maupun literatur 

yang berkaitan dengan sistem e-voting. 

5. Metode Pengolahan Data 

Dalam mengolah data, penelitian ini melakukan klasifikasi menurut 

penggolongan data hukum dan menyusun data hukum sehingga memperoleh 

hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan 

keterkaitan antara data hukum yang satu dengan data hukum yang lain untuk 

mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian. 
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BAB II 

IMPLEMENTASI SISTEM E-VOTING PADA PENYELENGGARAAN 

PEMILU DI BRAZIL 

A. Hukum Pemilu di Brazil 

Pada abad ke-20, Brazil mengalami krisis politik yang mengganggu 

stabilitas pemerintahannya. Hak pilih dibatasi dan kekerasan terjadi selama pemilu. 

Pada praktiknya, orang miskin tidak memiliki suara yang sah dikarenakan para elite 

dan politisilah yang memilih mereka, kemudian dibawa dan didaftarkan sebagai 

pemilih untuk dijadikan suara. Dalam arti tertentu, perbedaan antara 

kewarganegaraan aktif dan pasif cenderung terbalik di Brazil. Kandidat 

memanipulasi komposisi pemilih dan pada intinya terpilih oleh pemilih yang 

mereka sendiri daftarkan. Fenomena ini berlangsung sejak proklamasi republik 

pada tahun 1889 hingga tahun 1985. Namun, restorasi demokrasi telah dimulai 

perlahan-lahan sejak 1979, dan pada tahun 1989 pemerintahan yang demokratis 

telah dilakukan secara penuh. Konstitusi Brazil saat ini yang dinamakan Konstitusi 

1988, yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 1988 merupakan tanda berakhirnya 

pemerintahan yang otoriter dan menuju ke pemerintahan yang demokratis seperti 

sekarang ini.40 

Dalam Konstitusi 1988 menyatakan bahwa Republik Federatif Brazil, yang 

dibentuk oleh persatuan yang tak terpisahkan dari negara bagian dan kota madya 

serta distrik federal, adalah negara hukum demokratis dan didirikan berdasarkan 

kedaulatan, kewarganegaraan, martabat manusia, nilai-nilai sosial dari pekerjaan 

dan perusahaan bebas, serta pluralisme politik.41 

 
40  Chrisanthi Avgerou, “Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E- 

Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E- Voting in Brazil Voting in Brazil,” Journal 

of the Association for Information Systems 14, no. 8 (2013). h. 432 
41 Konstitusi Republik Federatif Brazil, Pasal 14 



35 

 

 
 

Pemerintahan Federal Brazil dijalankan oleh tiga lembaga, yaitu lembaga 

eksekutif oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang 

dipilih melalui pemilu langsung untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih 

kembali satu kali; 2) lembaga legislatif oleh Kongres Nasional yang terdiri dari dua 

kamar, yaitu Dewan Deputi sebagai perwakilan rakyat dengan anggota yang dipilih 

melalui pemilu langsung untuk masa jabatan empat tahun, dan Senat Federal 

sebagai perwakilan negara bagian dengan tiga senator dari setiap negara bagian 

yang dipilih untuk masa jabatan delapan tahun; dan 3) lembaga yudikatif oleh 

Mahkamah Agung Federal, Pengadilan Tinggi Federal, Pengadilan Regional, 

Pengadilan Negara Bagian, dan Pengadilan Pemilihan Umum. Sementara 

Pemerintahan Negara Bagian dan Munisipalitas dijalankan oleh masing-masing 

Gubernur bersama Majelis Legislatif dan Walikota bersama Dewan Kota, yang 

keseluruhan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. 

1. Sistem Pemilu di Brazil 

Pemilu di Brazil diadakan setiap dua tahun, bergantian antara Pemilu 

Munisipalitas dan Pemilu Federal yang bersamaan dengan Pemilu Negara 

Bagian. Misalnya, pada tahun 2010, pemilihan dilakukan untuk memilih 

Presiden dan Gubernur Negara Bagian serta anggota legislatif, baik di tingkat 

federal maupun negara bagian. Artinya, pada saat yang sama, pemilih diminta 

untuk menyatakan preferensi mereka untuk jabatan Presiden, Gubernur Negara 

Bagian, Dewan Deputi, Senat Federal, dan Majelis Legislatif Negara Bagian. 

Dua tahun kemudian pada tahun 2012, diadakan Pemilu Munisipalitas, yaitu 

Walikota dan Dewan Kota. 

Untuk posisi di cabang eksekutif, jika tidak ada kandidat yang melebihi 

lebih dari 50% suara sah, akan dilakukan pemungutan suara kedua beberapa 

minggu kemudian untuk memilih antara dua kandidat yang menerima suara 

terbanyak. Hal ini berlaku untuk pemilihan Presiden dan Gubernur. Sedangkan 

untuk pemilihan Walikota, pemungutan suara kedua hanya diadakan di kota-

kota yang memiliki lebih dari 200 ribu pemilih. Pemungutan suara pertama 
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selalu berlangsung pada hari Minggu pertama bulan Oktober, dan pemungutan 

suara kedua, jika diperlukan, berlangsung pada hari Minggu terakhir di bulan 

yang sama.  

Untuk anggota legislatif di tingkat federal, negara bagian, dan 

munisipalitas, kandidat dipilih dengan sistem proporsional yang 

memperhitungkan total suara yang diperoleh setiap partai, yaitu jumlah suara 

yang diterima oleh setiap kandidat dari partai yang sama dan suara yang 

diberikan langsung kepada partai itu sendiri (pemilih memiliki opsi untuk 

memilih kandidat atau hanya partai). Jumlah proporsional dari perwakilan yang 

harus dimiliki oleh setiap partai dihitung dari total suara yang diterima oleh 

setiap partai, ini disebut sebagai “quentiont pemilihan”. Jadi, kandidat yang 

menerima suara terbanyak di setiap partai, hingga mencapai quetiont pemilihan 

partai, akan terpilih.42 

2. Asas Pemilu di Brazil 

Pelaksanaan pemilu di Brazil harus memenuhi tujuh asas pemilu. Asas 

ini dianggap sebagai klausul konstitusional yang mengakar dan tidak dapat 

dilanggar. Ketujuh asas tersebut, ialah:43 

a. Wajib, artinya warga negara yang terdaftar sebagai pemilih diwajibkan untuk 

melakukan pemberian suara di TPS pada hari pemilihan. Apabila pemilih 

tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemilih akan dikenakan sanksi 

berupa larangan untuk terlibat dalam aktivitas sipil, seperti mengikuti tender 

publik, melakukan kontrak dengan otoritas publik, memperbarui paspor, dan 

mendaftar dalam ujian kompetitif. Selain itu, pemilih juga akan dikenakan 

denda. 

 
42  Ardita Driza Maurer dan Jordi Barrat, E-voting Case Law: A Comparative Analysis 

(ASHGATE, 2016). h. 66 
43 Brazil Tribunal Superior Eleitoral, Practical Guide 2022 Brazilian Elections (International 

Affair Unit , 2022). h. 32-34 
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b. Langsung, artinya pemilih dengan dirinya sendiri tanpa melalui perantara 

siapapun melakukan pemberian suara untuk kandidat pilihannya. 

c. Universal, artinya semua warga negara yang telah memenuhi syarat dapat 

mendaftar sebagai pemilih. Dalam Konstitusi 1988 Pasal 14 dinyatakan 

bahwa pemungutan suara wajib bagi warga negara yang berusia 18 hingga 

70 tahun; opsional bagi warga negara yang buta huruf, warga negara yang 

berusia di atas 70 tahun, dan remaja yang berusia 16 hingga 18 tahun; dan 

dilarang bagi warga asing dan perwira militer yang menjalani dinas wajib. 

d. Berkala, artinya pemilu selalu diadakan setiap dua tahun. 

e. Bebas, artinya pemberian suara untuk kandidat pilihan pemilih dilakukan 

tanpa paksaan dari pihak manapun. 

f. Memiliki nilai yang sama untuk semua orang, artinya suara yang diberikan 

pemilih dalam pelaksanaan pemilu diakui oleh hukum. 

3. Penyelenggara Pemilu di Brazil 

Brazil memiliki badan penyelenggara pemilu untuk memastikan 

ketujuh prinsip di atas terpenuhi selama proses pemilihan. Dalam Pasal 118 

Konstitusi 1988 disebutkan bahwa badan penyelenggara pemilu di Brazil 

berbentuk pengadilan yang merupakan bagian dari cabang kehakiman 

pemerintahan federal. Pengadilan Pemilu di Brazil terdiri dari Mahkamah 

Agung Pemilihan atau disebut Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pengadilan 

Pemilihan Regional atau disebut Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Hakim 

Pemilu, dan Dewan Pemilu, dengan tingkatan sebagaimana bagan berikut:  
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Pertama, Mahkamah Agung Pemilihan atau disebut Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) merupakan pengadilan pemilu tertinggi di Brazil yang 

berwenang dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan dan pelaksanaan 

proses pemilu, serta memiliki wewenang untuk menerapkan aturan dalam 

sistem pemilu di Brazil. Selain itu, TSE juga merupakan pengadilan terakhir 

untuk menangani sengketa pemilu yang terjadi di Brazil. TSE terdiri dari tujuh 

anggota; tiga hakim dari Mahkamah Agung Federal (Supremo Tribunal 

Federal), tiga hakim dari Pengadilan Tinggi (Superior Tribunal de Justica), 

serta dua warga negara dengan pengetahuan hukum yang luar biasa dan reputasi 

moral yang baik yang dinominasikan oleh STF dan dipilih oleh Presiden. 

Anggota eksternal ini biasanya adalah pengacara yang bekerja di bidang pemilu. 

Kedua, Pengadilan Pemilihan Regional atau disebut Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) merupakan pengadilan pemilu tertinggi kedua di Brazil. TRE 

berbasis di setiap ibu kota negara bagian. yang memiliki wewenang dalam hal 

pengelolaan dan pelaksanaan pemilu. Selain itu, TRE juga merupakan 

pengadilan yang menangani sengketa pemilu di Brazil sebelum ke tingkat akhir 

oleh TSE. Setiap TRE terdiri dari tujuh anggota; dua hakim banding dari 

Mahkamah Agung Pemiliham (TSE) 

Pengadilan Pemilihan Regional (TRE) 

Hakim Pemilu Dewan Pemilu 

Gambar 2.1 Penyelenggara Pemilu di Brazil 
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pengadilan tinggi tingkat negara bagian (Tribunal de Justica), dua hakim dari 

pengadilan tingkat pertama di setiap negara bagian (Tribunal de Primeira 

Istancia) yang dipilih oleh pengadilan tinggi, satu hakim dari pengadilan 

tingkat pertama federal (Justica Federal de Primeira Instancia), serta dua 

warga negara dengan pengetahuan hukum yang luar biasa dan reputasi moral 

yang baik yang dinominasikan oleh STF dan dipilih oleh Presiden. 

Ketiga, Hakim Pemilu merupakan pengadilan pertama yang menangani 

sengketa pemilu di Brazil sebelum ke tingkat TRE. Hakim Pemilu juga ikut 

serta dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemilu. Hakim Pemilu dipilih 

diantara hakim negara bagian oleh TRE. 

Keempat, Dewan Pemilu merupakan badan ad hoc yang dibentuk hanya 

untuk pelaksanaan proses pemilu. Dalam hal ini Dewan Pemilu membantu 

Hakim Pemilu melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan selama proses 

pemilu berlangsung. Enam puluh hari sebelum pemilu, TRE memilih seorang 

hakim dan dua warga negara dengan pengetahuan hukum yang baik dan yang 

reputasi moral yang baik.44 

B. Sistem E-Voting di Brazil 

E-voting di Brazil dimulai pada tahun 1985 ketika penyelenggara pemilu 

Brazil melakukan pemilihan Ketua Mahkamah Agung Brazil dengan menggunakan 

komputer. Setahun setelahnya, pada 1986, pemerintahan Brazil melakukan 

feasibility study terhadap penggunaan teknologi e-voting. Kemudian pada tahun 

1996, mekanisme e-voting mulai diperkenalkan pada pemilu lokal di Kota Santa 

Catarina. Dua tahun setelahnya, pada 1998, sistem e-voting diperkenalkan secara 

nasional di tataran pemilu sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemilu. Pada 

tahun 2006 sampai sekarang, Brazil terus mengembangkan konsep pemilihan 

demokrasi melalui e-voting. 

 
44 Marchetti Vitor, “Electoral Governance in Brazil,” Brazilian Political Science Review 6, no. 

1 (2012): 113–33. h. 116-117 
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1. Hukum E-Voting di Brazil 

Pembahasan mengenai e-voting di Brazil mulai dilakukan pada tahun 

1994 oleh Mahkamah Agung Federal (TSE). TSE berupaya mencari solusi 

untuk mengatasi praktik manipulasi yang sering terjadi pada tahap rekapitulasi 

hasil suara. Baik TSE, peserta pemilu, pemilih, maupun pemangku kepentingan 

lainnya menilai bahwa metode rekapitulasi suara yang digunakan sebelumnya 

tidak efektif, terlalu kompleks, memakan waktu lama, dan rentan terhadap 

kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, hanya TSE yang melihat 

teknologi sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Dengan dukungan 

kepercayaan publik yang kuat terhadap TSE serta pengalaman positif dalam 

penggunaan teknologi pada tahap pendaftaran pemilih dan rekapitulasi suara 

selama periode 1994-1995, TSE memasukkan ketentuan dalam Undang-

undang Pemilu untuk menerapkan sistem pemungutan suara secara elektronik. 

Dalam waktu singkat, Parlemen Brazil menyetujui usulan Undang-

Undang Pemilu yang diajukan oleh TSE, meskipun peraturan tersebut tidak 

secara rinci menguraikan spesifikasi atau mekanisme kerja mesin e-voting. 

Undang-undang tersebut hanya menetapkan bahwa pemilih harus memilih 

kandidat dengan memasukkan nomor kandidat yang diinginkan, serta 

memastikan bahwa foto kandidat akan ditampilkan pada layar monitor. Selain 

itu, undang-undang mewajibkan TSE untuk memberikan kesempatan kepada 

partai politik atau perusahaan yang dikontrak oleh partai untuk mengaudit kode 

yang digunakan dalam mesin e-voting setidaknya 120 hari sebelum pemilihan 

berlangsung. 

Setelah Undang-undang Nomor 9.100 Tahun 29 September 1995 

disahkan, TSE mulai mengimplementasikan sistem pemilihan elektronik atau 

e-voting. Untuk praktik pertama, pada tahun 1996, sistem e-voting hanya 

diterapkan pada pemilihan di tingkat lokal. Namun, pada tahun 1998, dengan 
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disahkannya Undang-undang Nomor 9.504 Tahun 30 September 1997, sistem 

e-voting sudah diterapkan pada pemilihan di tingkat nasional.45 

2. Sejarah E-Voting di Brazil 

Sebelum e-voting diperkenalkan, sistem pemilihan di Brazil sangat 

terkontaminasi oleh kecurangan-kecurangan. Ada dua alasan utama mengapa 

TSE mengadopsi e-voting, yang pertama adalah untuk mengatasi kecurangan 

yang sering terjadi selama proses tabulasi surat suara kertas, dimana penghitung 

suara yang bersekutu dengan kandidat akan mengurangi suara dari satu 

kandidat dan menambahkannya ke jumlah suara kandidat yang diunggulkan. 

Kedua adalah untuk mengatasi masalah terkait surat suara kertas yang tidak 

dapat diakses, baik itu karena surat suara rusak ataupun surat suara tidak sah. 

Kejadian ini diakibatkan oleh banyaknya pemilih yang mengalami kesulitan 

dalam memberikan suara dikarenakan kemampuan literasi yang rendah.46 

Dari tahun 1954 hingga 1996, semua pemilih Brazil memberikan suara 

dengan surat suara yang disediakan oleh pemerintah. Tidak seperti di sebagian 

besar negara demokrasi, dimana surat suara mencantumkan semua calon dan 

partai yang akan dipilih, di Brazil jumlah pilihan yang tersedia membuat opsi 

ini tidak praktis. Akibatnya, surat suara mengharuskan pemilih untuk menulis 

nama kandidat atau nomor kandidat yang berjumlah lima digit untuk calon 

wakil federal dan enam digit untuk calon wakil negara bagian. Pemilih juga 

bisa hanya menulis nama partai atau nomor partai untuk memberikan suara 

kepada partai dan tidak menunjukkan pilihan untuk kandidat tertentu. Hal inilah 

yang mengakibatkan banyak surat suara yang tidak dapat diakses, pemilih 

dengan kemampuan literasi yang rendah kesulitan dalam memberikan suara 

yang sah. Instruksi surat suara yang rumit ditambah banyak pemilih dengan 

 
45 Heroik M. Pratama dan Nurul Amalia Salabi, Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung 

di Pemilu, ed. oleh Antony Lee (Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 

2019). h. 26 
46  Okuro Ongwen, “Comparative Review of E-voting in India and Brazil: Key Lessons for 

Kenya,” Lagos Historical Review 21, no. 1 (2021): 26–56. h. 34-35 
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keterbatasan membaca dan menulis membuat surat suara menjadi tidak sah 

karena nama atau nomor kandidat tidak ditulis dengan jelas. Dengan 

pengenalan sistem e-voting, pemilih hanya perlu memasukkan nomor kandidat 

atau partai yang dipilih. Setelah itu, foto kandidat atau partai akan muncul 

dilayar untuk konfirmasi.47 

Sistem e-voting memberikan hak suara kepada pemilih dan 

meningkatkan partisipasi dalam pemilu. Antara tahun 1996 hingga 2002, 

jumlah pemilih Brazil yang memberikan suara menggunakan mesin e-voting 

semakin meningkat, menggantikan surat suara kertas. Perubahan dalam 

prosedur pemungutan suara ini mengubah komposisi pemilih. Dimana sebelum 

tahun 1998, persentase pemilih yang memberikan suara kosong atau tidak sah 

dalam pemilihan legislatif di setiap kota umumnya lebih dari 20% dari suara 

yang diberikan dan melampaui 40% dalam sebagian besar kasus. Pada tahun 

1998, ketika sekitar 50% pemilih menggunakan e-voting, distribusi suara tidak 

sah turun secara signifikan, dan pada tahun 2002, ketika e-voting diberlakukan 

secara penuh, hampir semua negara bagian memiliki kurang dari 10% suara 

tidak sah atau kosong.48 

3. Teknologi E-Voting di Brazil 

Mesin e-voting yang digunakan di Brazil adalah GX-1 Integrated 

Processor, yaitu sebuah mikro komputer yang didesain khusus untuk 

kepentingan pemilu. Secara fisik mesin ini kuat, berukuran kecil, ringan, tidak 

bergantung pada suplai listrik karena menggunakan baterai internal dilengkapi 

dengan baterai eksternal jika baterai internal habis, Mesin ini juga didesain 

untuk mempermudah pemilih disabilitas. Visualisasi kandidat ditampilkan pada 

monitor mesin, huruf braille dipasang pada papan tombol mesin, audiodeskripsi, 

 
47 Rodrigo Schneider, “Free or Fair Elections? The Introduction of Electronic Voting in Brazil,” 

ECONOMIA 1, no. 21 (2020): 73–100. h. 78 
48 Fernando Daniel Hidalgo, Renovating Democracy: The Political Consequences of Election 

Reforms in Post-War Brazil (UC Berkeley, 2012). h. 13-14 
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dan Libras (bahasa isyarat Brazil). Mesin e-voting Brazil memiliki 2 bagian, 

yaitu panel kontrol yang dioperasionalkan oleh petugas TPS dan panel 

pemungutan suara untuk pemilih.  

 

 Panel kontrol untuk petugas TPS memiliki; 1) keypad yang terdiri dari 

angka-angka untuk petugas mencatat nomor pendaftaran pemilih, 2) layar yang 

menampilkan nama pemilih ketika nomor pemilih telah dimasukkan, dan 3) 

fitur identifikasi pemilih dengan teknologi biometrik. Dan panel pemungutan 

suara untuk pemilih memiliki; 1) tombol angka untuk pemilih memasukkan 

nomor kandidat pilihannya, 2) layar untuk menampilkan nama, nomor, dan foto 

kandidat ketika pemilih telah memasukkan nomor kandidat pilihannya, 3) 

tombol untuk tidak memilih kandidat siapa pun atau suara kosong, 4) tombol 

untuk menghapus apabila pemilih salah memasukkan nomor kandidat 

pilihannya, dan 5) tombol untuk mengirim atau mengonfirmasi pilihan yang 

telah dimasukkan oleh pemilih.49 

 Mesin e-voting Brazil dalam melakukan setiap tahapan proses 

pemilihan di dukung oleh beberapa sistem digital yang berfungsi untuk 

mencegah ketidaksesuaian sehingga menjamin keamanan proses pemilihan. 

Beberapa sistem terebut, ialah: 

 
49  “Penerapan E-voting Dan E-Counting Pada Pemilu Di 7 Negara, Bagaimana Hasilnya?,” 

Hompimpa!, Februari 2017, http://www.hompimpa.id/2017/02/e-voting-dan-e-counting.html. 

Gambar 2.2 Panel Kontrol Untuk 

Petugas TPS 

Gambar 2.3 Panel Pemungutan Suara 

Untuk Pemilih 



44 

 

 
 

a. Data, Aplikasi, dan Interface pada Pengelola Mesin E-voting (Gedai-UE), 

yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk memuat daftar informasi 

pemilih maupun calon kandidat, menerima dan mengirim suara pemilih, 

serta aktivasi aplikasi mesin e-voting.  

b. Sistem Pengelolaan Penghitungan (Sistot), yaitu sekumpulan program yang 

bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola hasil pemungutan suara. 

c. JE-Connect, yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk mengirim hasil 

penghitungan suara pada mesin e-voting langsung dari tempat pemungutan 

suara. 

d. Uenux, yaitu sistem yang beroperasi untuk melindungi keamanan mesin e-

voting. 

Pada pelaksanaan pemilu di Brazil, pemilih juga difasilitasi sistem 

digital untuk mengakses informasi dan layanan terkait proses pemilu. Sistem 

tersebut, ialah: 

a. Título Net, yaitu sistem berupa web yang digunakan pemilih untuk 

melakukan pendaftaran dan pembaruan data diri pemilih.  

b. E-Título, yaitu sistem berupa aplikasi yang digunakan pemilih untuk 

mengakses kartu pemilih mereka, yang memuat informasi seperti nama, 

nomor registrasi pemilih, serta waktu dan lokasi tempat pemungutan suara. 

aplikasi ini juga memuat informasi mengenai hak pilih pemilih pada 

pemilihan tertentu. 

c. Sistem Permintaan Pembenaran, yaitu sistem berupa web yang digunakan 

pemilih untuk mengirimkan permintaan izin berupa bukti dokumen atas 

ketidakhadirannya ke tempat pemungutan suara. Setelah dikirim, 

permintaan tersebut dianalisis, dan jika dibenarkan, maka permintaan 

diterima sebagai pembenaran untuk tidak hadir ke tempat pemungutan suara. 

d. Pardal, yaitu sistem berupa web yang digunakan pemilih untuk melaporkan 

jenis pelanggaran pemilu yang didapati, seperti aktivitas kampanye yang 
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tidak teratur, penyalahgunaan kekuasaan oleh politis, politik uang, dan 

sebagainya. 

e. Resultados-TSE, yaitu sistem berupa platform yang disediakan oleh TSE 

untuk menayangkan hasil pemilihan secara real-time kepada publik. 

Platform ini dapat diakses oleh seluruh warga negara Brazil untuk 

memantau hasil pemilihan secara cepat dan transparan.50 

4. Praktik E-Voting pada Pemilu di Brazil 

Pemilu di Brazil selalu berlangsung pada bulan Oktober. Pada bulan 

Desember tahun sebelum pemilihan, TSE mengajukan rancangan resolusi ke 

parlemen untuk memperbarui undang-undang pemilu. Resolusi ini juga 

mengidentifikasi perubahan perangkat lunak yang akan digunakan, agar 

nantinya undang-undang dapat diberlakukan ke dalam versi baru sistem e-

voting. Dalam waktu satu bulan, TSE merevisi sistem sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan dalam resolusi yang telah disetujui. 

Pengembangan perangkat lunak diselesaikan 180 hari sebelum pemilihan. 

Kemudian perubahan kode sumber juga disediakan untuk ahli IT partai politik 

dengan tujuan untuk memeriksa apakah sistem tersebut mematuhi undang-

undang atau tidak. 

Enam puluh hari sebelum pemilihan, perangkat lunak disegel dalam 

sebuah upacara publik, dimana partai politik dan perwakilan masyarakat sipil 

diundang untuk berpartisipasi. Selama upacara, rangkaian tugas berlangsung. 

Pertama adalah pembuatan tabel fungsi hash, yang digunakan untuk mencegah 

kode sumber perangkat lunak dimodifikasi. Kedua adalah penandatanganan 

digital terhadap versi terkompilasi dari kode perangkat lunak. Ketiga adalah 

pemeriksaan integritas perangkat lunak yang telah diunggah ke mesin e-voting, 

oleh perwakilan partai politik yang berwenang, dengan menggunakan tanda 

 
50 Tribunal Superior Eleitoral, Practical Guide 2022 Brazilian Elections. h. 52-54 
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tangan digital mereka. Selanjutnya adalah enkripsi perangkat lunak, yang 

kemudian didistribusikan ke TRE. 

Beberapa hari sebelum pemilihan, setiap TRE memuat mesin e-voting 

dengan informasi kandidat (nama, nomor, singkatan partai atau koalisi, dan 

foto), data pemilih, dan aplikasi perangkat lunak. Perwakilan partai politik 

diwajibkan menghadiri proses pemuatan ini. Tes validasi dilakukan pada 

sampel tiga persen dari jumlah keseluruhan mesin e-voting yang dipilih secara 

acak oleh perwakilan. Sehari sebelum pemilihan, mesin e-voting ditempatkan 

di lokasi pemilihan. Sebagian dari mesin ini dibawa kembali ke TRE untuk tes 

keandalan dengan simulasi sesi pemungutan suara. Jika tidak ada kerusakan 

yang terdeteksi, setiap mesin harus dikembalikan ke lokasi sebelum pukul 7.30 

pagi pada hari pemilihan.51 

Pada hari pemungutan suara pukul 7.30 pagi, di hadapan perwakilan 

partai dan saksi, Ketua TPS menyalakan mesin e-voting dan mencetak laporan 

zeroth, sebagai bukti bahwa semua kandidat terdaftar di dalam mesin dan 

bahwa belum ada suara yang terisi. Pemilih yang sudah berada di TPS 

menunjukkan nomor pendaftaran ke petugas TPS, dan pemilih diarahkan untuk 

melakukan identifikasi diri menggunakan sidik jari atau kartu identitas pada 

mesin biometrik. Setelah terkonfirmasi nama dan nomor pemilih, pemilih 

menuju ke bilik suara untuk memasukkan nomor kandidat pilihannya pada 

mesin e-voting. Ketika pemilih memasukkan nomor kandidat pilihannya, layar 

mesin e-voting akan menampilkan nama, nomor, dan foto kandidat, apabila 

sudah sesuai, maka pemilih bisa mengirim pilihannya dengan menekan tombol 

konfirmasi yang ada di mesin e-voting. 

Pada pukul 5 sore, TPS secara resmi ditutup. Sesaat setelah penutupan, 

mesin e-voting mencetak data dalam bentuk barcode, yang dapat diakses oleh 

 
51  Chrisanthi Avgerou, “Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E- 

Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E- Voting in Brazil Voting in Brazil,” Journal 

of the Association for Information Systems 14, no. 8 (2013). h. 433-434 
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siapa saja. Barcode yang dicetak tersebut kemudian ditandatangani oleh 

petugas TPS untuk memastikan kesesuaian antara data yang dikirim ke pusat 

tabulasi melalui sistem jaringan dengan data yang tercetak di TPS. Selain itu, 

perangkat penyimpanan eksternal (sejenis hard disk) dikeluarkan dari mesin e-

voting dan langsung dikirim ke pusat data TSE. Dengan demikian, data hasil 

pemungutan suara tersimpan dalam tiga bentuk, yaitu di dalam mesin, barcode 

cetak, dan perangkat penyimpanan eksternal. Hanya dalam 15 menit setelah 

TPS ditutup, petugas dapat membereskan perlengkapan dan melipat bilik suara 

sebelum meninggalkan lokasi. Proses rekapitulasi hasil pemungutan suara 

dapat langsung dipantau secara daring dan real-time melalui YouTube Media 

Center TSE.52 

C. Tantangan Pelaksanaan Pemilu Menggunakan Sistem E-Voting di Brazil 

Pada awalnya, penerapan sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilihan 

di Brazil tidak terlalu ditentang oleh masyarakat. Pada saat itu, masyarakat Brazil 

hanya khawatir terhadap sistem tersebut. Mereka beranggapan bahwa negara 

dengan teknologi maju saja tidak menerapkan sistem e-voting. Kemudian, dengan 

tindakan TSE yang sangat cepat mengambil keputusan untuk segera menerapkan 

sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilihan mengakibatkan tidak adanya 

kesempatan untuk melakukan debat publik. TSE bersama pemerintah memutuskan 

untuk menerapkan sistem e-voting sebagai simbol bahwa Brazil telah mengalami 

kemajuan teknologi, dan hal ini menjadi sesuatu yang harus dibanggakan 

masyarakat Brazil. Oleh sebab itulah, kekhawatiran masyarakat dianggap sebagai 

tindakan tidak patriotik. Namun, TSE masih mengupayakan untuk bisa 

memperoleh kepercayaan publik terhadap sistem e-voting. TSE melakukan strategi 

berupa sosialisasi melalui TV dan surat kabar. Pada praktiknya, setiap dua tahun 

 
52  Vitorio Mantalean dan Diamanty Meiliana, “Cerita Bawaslu Pantau E-voting Brazil: 

Rekapitulasi Beres 5 Jam, KPPS Hanya Dibayar Makan Siang,” KOMPAS.com, 10 Oktober 2022, 

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/10/18172041/cerita-bawaslu-pantau-e-voting-brazil-

rekapitulasi-beres-5-jam-kpps-hanya. 
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sekali dan beberapa bulan sebelum pemilihan, TV dan surat kabar memasang iklan 

berisi cara memilih menggunakan e-voting berserta manfaatnya. 

Perdebatan mengenai penerapan sistem e-voting pada pemilihan di Brazil 

tidak hanya terjadi pada awal penerapannya, akan tetapi penggunaan mesin e-

voting tanpa alat audit, sampai saat ini menjadi kekhawatiran yang berujung pada 

perdebatan. Pasalnya, alat audit berfungsi untuk mencetak jejak data dokumen 

suara pemilih yang teverifikasi dalam bentuk kertas. Kertas ini akan menjadi bukti 

bahwa suara pemilih telah direkam. Oleh karena itu, apabila alat audit tidak 

digunakan pada mesin e-voting maka akan menimbulkan kecurigaan bagi pemilih 

yang mempertanyakan pilihan mereka terekam atau tidak.  

Kalangan akademisi dan politisi menginginkan untuk digunakannya alat 

audit pada mesin e-voting. Perintah untuk menggunakan alat audit pada mesin e-

voting sebenarnya sudah diatur dalam UU Pemilu No.10.408. Namun, TSE 

menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa penggunaan alat audit pada mesin 

e-voting akan memunculkan kembali masalah kecurangan yang terjadi pada metode 

pemilihan yang menggunakan kertas suara. Selain itu, penggunaan alat audit pada 

mesin e-voting juga akan memakan biaya. Setelah penolakan yang dilakukan oleh 

TSE, Kongres memperbarui regulasi, kemudian menerbitkan UU Pemilu No.1.503, 

yang menghapuskan penggunaan alat audit pada mesin e-voting. Sebagai pengganti 

alat audit, pengamat eksternal dipersilakan untuk memeriksa perangkat lunak 

mesin e-voting, dan mesin e-voting diharuskan untuk menghasilkan file rekaman 

Digital Ballots Register. Rekaman ini berfungsi untuk memastikan total suara 

pemilih sama dengan pemilih yang memberikan suara.53 

  

 
53 Pratama dan Salabi, Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu. h. 27 
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BAB III 

KESIAPAN SISTEM E-VOTING PADA PENYELENGGARAAN PEMILU DI 

INDONESIA 

A. Hukum Pemilu di Indonesia 

Pemilihan umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan mekanisme 

bagi rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya untuk memilih anggota DPR, DPD, 

Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Pemilu ini diselenggarakan di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia. 

1. Sistem Pemilu di Indonesia 

Pemilu di Indonesia dilakukan secara langsung dan diadakan setiap lima 

tahun dua kali. Pemilu pertama untuk pemilihan presiden dan wakil Presiden 

yang dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Kemudian 

pemilu kedua dilakukan beberapa bulan setelahnya untuk pemilihan kepala 

daerah. 

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon 

dinyatakan menang jika memperoleh lebih dari 50% dari total suara sah secara 

nasional serta minimal 20% suara sah di lebih dari setengah jumlah provinsi di 

Indonesia. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi kriteria tersebut, 

maka pemilu dilanjutkan ke putaran kedua, yang hanya diikuti oleh dua 

pasangan dengan perolehan suara tertinggi pada putaran pertama. Pasangan 

yang mendapatkan suara terbanyak dalam putaran kedua ditetapkan sebagai 

pemenang. 

Untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota, dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilih 

memberikan suara untuk partai politik dan calon anggota legislatif di tingkat 

daerah pemilihan (dapil). Kursi dialokasikan kepada partai politik berdasarkan 
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perolehan suara partai, dan calon terpilih adalah mereka yang mendapatkan 

suara terbanyak di dalam partainya di dapil tersebut. 

Untuk pemilihan anggota DPD dilakukan dengan sistem representasi 

individual. Pemilih memberikan suara untuk calon anggota DPD secara 

individual. Setiap provinsi diwakili oleh empat orang anggota DPD yang dipilih 

berdasarkan suara terbanyak. 

Untuk pemilihan kepala daerah, pasangan yang mendapatkan suara 

terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak ada pasangan yang 

mendapatkan mayoritas mutlak, putaran kedua dilakukan antara dua pasangan 

dengan suara terbanyak. Suara terbanyak pada putaran kedua akan menjadi 

pemenang. 

2. Asas Pemilu di Indonesia 

Undang-undang pemilu secara konsisten menetapkan enam prinsip 

dasar dalam pelaksanaannya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan 

pemilu.54 

a. Langsung berarti setiap pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya 

sendiri tanpa perantara, sesuai dengan hati nuraninya. 

b. Umum menunjukkan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat 

berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 

pemilu tanpa adanya diskriminasi. 

c. Bebas menegaskan bahwa setiap pemilih dapat menentukan pilihannya 

secara mandiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. 

d. Rahasia berarti pilihan setiap pemilih dijamin kerahasiaannya, sehingga 

tidak dapat diketahui oleh siapapun melalui cara apapun. 

 
54 Abdul Hakam Sholahuddin dkk., Hukum Pemilu di Indonesia (Sada Kurnia Pustaka, 2023). 

h. 8-10 
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e. Jujur mengharuskan seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk 

penyelenggara, pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, dan 

pemilih, untuk bersikap serta bertindak sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

f. Adil memastikan bahwa setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu 

memperoleh perlakuan yang setara serta terbebas dari segala bentuk 

kecurangan. 

3. Penyelenggara Pemilu di Indonesia 

Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama yang 

memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk memastikan bahwa proses 

pemilu berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Ketiga lembaga tersebut 

adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertugas 

menyelenggarakan pemilu di Indonesia. KPU bertanggung jawab atas 

seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 

penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Berikut struktur organisasi 

KPU: 

• KPU Pusat: Mengelola penyelenggaraan pemilu secara nasional. 

• KPU Provinsi: Mengelola penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi. 

• KPU Kabupaten/Kota: Mengelola penyelenggaraan pemilu di tingkat 

kabupaten/kota. 

• PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan): Mengelola penyelenggaraan 

pemilu di tingkat kecamatan. 

• PPS (Panitia Pemungutan Suara): Mengelola penyelenggaraan pemilu 

di tingkat desa/kelurahan. 

• KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara): Mengelola 

pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara). 
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b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas 

mengawasi pelaksanaan pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap 

aturan dan prinsip pemilu yang adil dan demokratis. Bawaslu berwenang 

untuk menangani pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses 

pemilu. Berikut struktur organisasi Bawaslu: 

• Bawaslu Pusat: Mengawasi penyelenggaraan pemilu secara nasional. 

• Bawaslu Provinsi: Mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat 

provinsi. 

• Bawaslu Kabupaten/Kota: Mengawasi penyelenggaraan pemilu di 

tingkat kabupaten/kota. 

• Panwaslu Kecamatan: Mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat 

kecamatan. 

• Panwaslu Desa/Kelurahan: Mengawasi penyelenggaraan pemilu di 

tingkat desa/kelurahan. 

• Pengawas TPS: Mengawasi pemungutan suara di TPS. 

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang 

bertugas menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu, yaitu anggota 

KPU dan Bawaslu. DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. 

B. Sistem E-Voting di Indonesia 

Implementasi e-voting pertama di Indonesia dilakukan pada tahun 2009 di 

Kabupaten Jembrana, Bali dalam lingkup pemilihan kepala desa (Pilkades). 

Inisiatif ini adalah langkah awal untuk menguji coba teknologi pemungutan suara 

elektronik dalam konteks pemilihan lokal di Indonesia. Setelah uji coba di 

Jembrana, beberapa daerah lain di Indonesia juga mulai mengadopsi e-voting untuk 

pemilihan kepala desa dan pemilihan organisasi lainnya. 
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1. Hukum E-Voting di Indonesia 

Inisiatif uji coba e-voting pada pemilihan kepala desa di Jembrana 

membuahkan payung hukum untuk e-voting diterapkan sebagai sistem 

pemungutan suara di Indonesia, dimana sebelumnya salah satu penghalang 

untuk dapat digunakannya sistem e-voting pada pemilihan ialah karena tidak 

adanya regulasi yang mengatur. Payung hukum tersebut ialah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009. 

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi terhadap 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Keputusan yang dihasilkan mencakup aspek penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah yang berbasis teknologi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

147/PUU-VII/2009 memuat pertimbangan MK terkait pengujian 

konstitusionalitas Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam kasus uji materil Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang 

berbunyi “Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat 

suara”, Para Pemohon dalam salah satu permohonannya meminta Mahkamah 

Konstitusi untuk membatalkan Pasal 88. Permohonan ini diajukan karena 

mereka berencana menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 

di Jembrana pada tahun 2010. Namun, Pasal 88 hanya mengatur mekanisme 

pemungutan suara dengan cara "mencoblos" tanpa mencantumkan metode e-

voting. Akibatnya, pasal tersebut dianggap berpotensi menghambat penerapan 

e-voting dan bahkan dapat membatalkan hasil pemungutan suara yang 

dilakukan dengan metode tersebut. 

Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 

bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”, 
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yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, 

maka para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 menghambat penggunaan metode pemungutan suara berbasis 

teknologi informasi, yang seharusnya sudah menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu melalui sistem e-voting. 

Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan agar e-voting dapat 

dilegalkan sebagai bentuk transformasi dari sistem pemilihan umum 

konvensional. 

Untuk memberikan keadilan kepada para pemohon, Mahkamah 

Konstitusi memperhatikan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia” dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang 

berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa, dan negaranya”. Melalui kedua pasal ini, tidak ada halangan untuk 

keberlakuan e-voting sebagai transformasi pemilihan umum dari pemilihan 

umum yang konvensional. 

Namun, karena banyak wilayah di Indonesia yang belum mampu 

menerapkan sistem e-voting akibat ketidaksiapan masyarakat dalam 

menggunakan teknologi serta keterbatasan infrastruktur, seperti listrik dan 

jaringan internet, pencabutan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Oleh sebab itu, 

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mencabut Pasal 88. Jika pasal 

tersebut dihapus, maka akan terjadi kekosongan hukum. Dengan tetap 
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berlakunya Pasal 88, daerah yang belum siap melaksanakan e-voting masih 

dapat menyelenggarakan pemilu secara konvensional melalui metode 

mencoblos atau mencontreng. 

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 88 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional 

bersyarat terhadap Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kata “mencoblos” dalam 

Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai 

berikut: 

a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 

b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, 

pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan 

masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang 

diperlukan.55 

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-

VII/2009 tanggal 30 Maret 2010 atas pengujian Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dilakukannya perubahan atas 

peraturan tentang Pilkada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. 

Ketetapan mengenai sistem Pilkada dicantumkan dalam Pasal 85 yang berbunyi: 

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: 

a) memberi tanda satu kali pada surat suara; atau 

b) memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. 

 
55 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 
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(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam 

penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.56 

Selanjutnya pada perubahan kedua undang-undang Pilkada, tepatnya. 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang terdapat perubahan pasal 

sehingga di antara Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 85 disisipkan 2 ayat, yakni Ayat 

(2a) dan Ayat (2b) dengan demikian, Pasal 85 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: 

a) memberi tanda satu kali pada surat suara; atau  

b) memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik. 

(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam 

penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan. 

(2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan 

Pemerintah Daerah dari segi Infrastruktur dan kesiapan masyarakat 

berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah. 

(2b) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar 

dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut 

dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan 

 
56  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

undang, Pasal 85 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 

mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (3).57 

2. Teknologi E-Voting di Indonesia 

Pada praktiknya, penggunaan teknologi dalam pemilu di Indonesia 

dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk; penggunaan teknologi dalam tahapan 

pemilu, penggunaan teknologi dalam rekapitulasi suara, dan penggunaan 

teknologi pada pemungutan suara.  

Teknologi dalam Tahapan Pemilu, terdiri atas: 

a. Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) adalah sebuah sistem yang 

mengelola dan memutakhirkan data pemilih. Sistem ini digunakan oleh PPS, 

PPK, dan KPU untuk memasukkan dan memperbarui data pemilih. Sistem 

ini secara otomatis mampu memverifikasi keakuratan data pemilih, serta 

mencegah duplikasi data pemilih. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk 

mengalokasikan pemilih ke TPS. Sistem ini dapat diakses oleh pemilih 

untuk memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum. 

b. Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) adalah sebuah sistem yang 

mengelola dan memverifikasi data partai politik. Sistem ini digunakan oleh 

partai politik untuk melakukan proses pendaftaran. Pada sistem ini, partai 

politik mengunggah dokumen-dokumen digital yang menjadi persyaratan 

administratif pencalonan. Sistem ini secara otomatis mampu mengecek 

kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif partai politik. Sistem ini 

juga memungkinkan untuk partai politik jika ingin melakukan perubahan 

informasi. 

c. Silon (Sistem Informasi Pencalonan) adalah sebuah sistem yang mengelola 

dan memproses data pencalonan. Sistem ini digunakan oleh calon yang 

maju untuk melakukan proses pendaftaran. Pada sistem ini, calon yang 

 
57  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 85 
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maju mengunggah dokumen-dokumen digital yang menjadi persyaratan 

administratif pencalonan. Sistem ini secara otomatis mampu mengecek 

kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif sang calon. Sistem ini 

juga memungkinkan untuk calon jika ingin melakukan perubahan informasi. 

d. Silog (Sistem Informasi Logistik) adalah sebuah sistem yang mengelola dan 

memantau logistik pemilihan. Sistem ini digunakan oleh KPU untuk 

merencanakan, mengatur, dan memantau distribusi logistik pemilu, seperti 

surat suara, kotak suara, tinta, dan perlengkapan pemilu lainnya, ke seluruh 

daerah di Indonesia. Sistem ini dapat melakukan pelacakan real-time dari 

status dan lokasi barang-barang logistik serta memastikan bahwa semua 

perlengkapan pemilu tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik. 

e. Sidakam (Sistem Informasi Data Keanggotaan Partai Politik) adalah sebuah 

sistem yang mengelola data keanggotaan partai politik. Selain itu, sistem 

ini juga mencakup Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang berisi 

rincian sumber sumbangan, baik dari individu, badan usaha, partai politik, 

maupun calon, beserta jumlah minimal yang diterima. Selain itu, portal ini 

menyediakan informasi terkait rincian jumlah serta bentuk pengeluaran 

kampanye, termasuk hasil audit terhadap Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).  

Teknologi dalam Rekapitulasi Suara 

Teknologi yang digunakan KPU dalam proses rekapitulasi suara adalah 

sebuah sistem yang dinamakan Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara). 

Sistem ini terdiri atas tiga aplikasi, yaitu: 

a. Scan C1, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk memindai C1, yakni 

dokumen hasil perhitungan suara di tingkat TPS. 

b. E-Recap, yaitu sebuah aplikasi offline yang digunakan untuk merekapitulasi 

hasil perhitungan suara. 

c. Excel, yaitu sebuah aplikasi yang menggunakan Microsoft Excel untuk 

menampilkan softcopy dokumen reka tingkat kecamatan (formulir DA1), 
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dokumen rekap tingkat KPU kabupaten/kota (formulir DB1), dan dokumen 

rekap KPU provinsi (formulir DC1). Aplikasi ini akan digunakan pada rapat 

pleno rekapitulasi hasil oleh KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi, dan 

akan ditampilkan pada portal informasi publik. 

Teknologi pada Pemungutan Suara, terdiri atas: 

 

a. Laptop, teknologi ini digunakan untuk membuka aplikasi DPT. Apabila e-

KTP pemilih terverifikasi, maka absensi pemilih pada aplikasi DPT akan 

terisi secara otomatis. 

b. Pembaca e-KTP, teknologi ini digunakan untuk memverifikasi identitas 

pemilih dengan memindai data pada e-KTP pemilih. 

c. Monitor layar sentuh, teknologi ini digunakan sebagai media untuk 

memberikan suara. Teknologi ini akan menampilkan nama, nomor, dan foto 

kandidat, terdapat juga pilihan untuk suara kosong. Setelah menentukan 

pilihan, maka teknologi ini akan menampilkan tombol “ya” untuk 

mengonfirmasi dan tombol “tidak” untuk membatalkan. 

d. Pembaca smartcard, teknologi ini berfungsi untuk membaca v-token yang 

digunakan untuk mengaktifkan mesin e-voting. Apabila v-token 

terkonfirmasi, mesin e-voting akan aktif dan langsung menampilkan para 

kandidat. 

Gambar 3.1 Laptop dan Pembaca 

E-KTP 

Gambar 3.2 Monitor Layar 

Sentuh, Pembaca Smartcard, Alat 

Audit, dan Aksebilitas Disabilitas 
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e. Alat audit, teknologi ini digunakan untuk mencetak kertas yang digunakan 

sebagai bukti bahwa pilihan pemilih terekam. 

f. Alat aksebilitas untuk penyandang disabilitas.58 

3. Praktik E-Voting pada Pilkades di Kabupaten Jembrana Bali 

Profesor Gede Winasa, yang menjabat sebagai Bupati Jembrana dari 

tahun 2000 hingga tahun 2010, mengusulkan untuk menerapkan e-voting 

karena tidak puas dengan sistem pemilu sebelumnya, yang menyebabkan 

banyak masalah dan kerusuhan. Bupati melihat peluang untuk mengembangkan 

e-voting dari sistem Jembrana Smart School (JSS), sebuah sistem akademik 

terintegrasi yang telah diterapkan di beberapa sekolah di Jembrana. Sistem JSS 

memiliki fitur pemesanan makanan yang digunakan di kantin sekolah. Dengan 

menggunakan kartu pelajar, siswa dapat menggunakan fitur ini. Melihat ini, 

pada tahun 2009, Bupati memberi tugas kepada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informasi untuk memodifikasi sistem JSS dengan mengganti 

menu makanan menjadi opsi calon kepala desa. Untuk proses identifikasi dan 

verifikasi pemilih, mereka menggunakan e-KTP yang mereka namakan J.ID 

(Jembrana Identity). Sementara itu, bagian hukum Jembrana mengeluarkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, yang mengatur tentang e-voting. 

Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan e-voting adalah untuk mencapai 

kualitas pemilu yang independensi, kerahasiaan, kejujuran, keadilan, dan 

demokrasi sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945.59 

Jika pemilihan dengan cara konvensional diselenggarakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Daerah, pada pemilihan dengan cara e-

voting ini diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Dusun/Lingkungan 

 
58 Pratama dan Salabi, Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu. 
59 Aprilia Hartami dan Putu Wuri Handayani, ECEG2012-Proceedings of the 12th European 

Conference on e-Government: ECEG, ed. oleh Mila Gasco, vol. 1 (Barcelona: Academic Publishing 

International Limited, 2012). h. 337-338 
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yang dibantu oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Pemerintah Kabupaten Jembrana, yaitu: 

a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD); 

b. Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

c. Panitia Pemilihan Kepala Dusun; 

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; serta 

e. Bagian Umum, Sekretariat Daerah. 

Proses e-voting di Jembrana diawali dengan penetapan Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) oleh Panitia Pemilihan dengan menggunakan data sumber yang 

berasal dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi yaitu DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), minimal 

15 hari sebelum pelaksanaan pemilihan. Data D4 yang diterima oleh Panitia 

Pemilihan selanjutnya dimutakhirkan dengan memperhatikan aspirasi dari 

masyarakat agar menghasilkan DPT yang optimal dan mengakomodasi seluruh 

warga yang berhak memilih. Hasil validasi data tersebut kemudian disampaikan 

kembali ke bidang Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan pemilihan. DPT harus 

sudah tersusun selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemilihan, dan bagi DPT 

yang belum memiliki e-KTP diprioritaskan pembuatannya di Kecamatan 

setempat paling lambat 1 hari sebelum pemilihan. Namun, apabila pada hari 

pemungutan suara masih ada DPT belum memiliki e-KTP atau KTP dalam 

keadaan rusak, dapat dilakukan perbaikan atau pencetakan ulang KTP di mobil 

keliling pembuatan e-KTP yang telah disediakan Dinas Kependudukan, Catatan 

Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di TPS.60 

Setelah merampungkan DPT, proses selanjutnya adalah penyiapan TPS. 

TPS terdiri dari tempat verifikasi DPT, tempat pemberian v-token yang 

 
60 Ikhsan Darmawan, Nurul Nurhandjati, dan Aevida Kartini, Memahami E-voting Berkaca dari 

Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali), 1 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2014). h. 79-81 
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berbentuk smartcard, bilik suara tempat pemilihan, tempat kotak suara untuk 

struk bukti telah memilih, tempat saksi, dan tempat tunggu DPT. Peralatan e-

voting di TPS terdiri dari mesin verifikasi e-KTP dengan teknologi biometrik, 

laptop untuk petugas pemilihan memverifikasi DPT, mesin pembaca smartcard, 

CPU, mesin e-voting berupa PC dengan kemampuan touch screen, mesin audit, 

mesin pemilihan untuk penyandang disabilitas, LCD proyektor dan layar 

proyektor untuk menampilkan hasil pemilihan, dan perlengkapan nirkabel 

lainnya. TPS tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemungutan suara, tetapi 

juga merupakan tempat melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkades dengan 

cara e-voting. Jadi, sebelum hari pemilihan, Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika memperkenalkan sistem e-voting kepada masyarakat, 

sekaligus melakukan simulasi pemilihan dengan e-voting. 

Pada hari pemungutan suara, pemilih datang ke TPS membawa e-KTP. 

Pemilih kemudian diarahkan untuk melakukan verifikasi data diri 

menggunakan e-KTP dan sidik jari pada mesin verifikasi, jika pemilih terdaftar 

sebagai DPT maka akan tampil nama dan foto pemilih pada aplikasi DPT di 

laptop yang dioperasikan oleh petugas pemilihan. Mesin verifikasi ini bekerja 

secara otomatis untuk mendata absensi pemilih, juga dapat mendeteksi pemilih 

yang sebelumnya telah melakukan voting. Hal ini tentunya mencegah adanya 

suara tidak sah dikarenakan pemilihan ganda. Setelah data diri terkonfirmasi 

sebagai DPT, pemilih  diberi v-token untuk mengaktifkan mesin e-voting di bilik 

suara nanti. Selanjutnya, pemilih menuju ke bilik suara. Untuk dapat melakukan 

pemilihan, pemilih melakukan aktivasi terlebih dahulu dengan memasukkan v-

token ke dalam mesin pembaca smartcard. Setelah aktivasi selesai, mesin e-

voting akan langsung menampilkan surat suara yang berisi nomor, nama, dan 

foto kandidat, juga terdapat pilihan suara kosong. Pemilih hanya perlu 

menyentuh gambar kandidat pilihannya atau memberikan suara kosong, 

kemudian mengonfirmasi dengan memilih tombol “ya”, jika pemilih ingin 

mengubah pilihan, pemilih bisa memilih tombol “tidak” dan mesin akan 
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otomatis menampilkan kembali surat suara. Dalam hal ini pemilih hanya bisa 

memilih satu kandidat dan jumlah pemilih yang telah melakukan pemilihan 

akan tampil di layar proyektor yang terpasang di TPS. Setelah pilihan 

terkonfirmasi, mesin audit akan mengeluarkan struk bukti telah memilih yang 

berisikan barcode, struk tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. 

Struk ini berfungsi sebagai data pembanding jika terjadi selisih terhadap jumlah 

DPT dengan jumlah pemilih yang memberikan suara.  

Setelah pemungutan suara selesai dilakukan dan TPS ditutup, hasil 

perolehan suara dapat langsung ditampilkan dan disaksikan pada layar 

proyektor. Hasil pemilihan yang ditampilkan meliputi jumlah suara masing-

masing kandidat, suara abstain, suara golput, jumlah suara yang melakukan 

pemilihan, dan jumlah pemilih tetap (DPT). Hasil perolehan suara ini akan 

langsung terkirim ke website Komisi Pemilihan Umum.61 

C. Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem E-Voting pada Penyelenggaraan 

Pemilu di Indonesia 

Selama bertahun-tahun para stakeholder terus menawarkan untuk 

diterapkannya sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia, namun 

sampai hari ini penawaran tersebut belum dapat direalisasikan dengan alasan 

Indonesia belum siap. Sementara penerapan e-voting sendiri telah berhasil 

disukseskan oleh banyak daerah di Indonesia dalam lingkup pemilihan kepala desa 

(Pilkades). Meskipun penerapannya masih pada tingkat lokal, kesuksesan ini 

memberikan gambaran awal untuk e-voting diterapkan pada pemilihan di tingkat 

nasional.  

Merujuk pada praktik e-voting Pilkades di Jembrana dan di Brazil yang 

sukses mengimplementasikan e-voting pada tingkat pemilihan nasional, berikut 

diuraikan peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menerapkan e-

 
61  Ananda Syaifullah, “Tahapan Pemilihan Elektronik,” Indonesiabaik.id, 2019, 

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/tahapan-pemilihan-elektronik. 
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voting pada tingkat pemilu berdasarkan kerangka kesiapan e-voting yang disusun 

oleh Risnanto ketika melakukan penelitian terhadap penerapan sistem e-voting dari 

berbagai negara.62 

1. Hukum dan Kebijakan 

Indonesia belum memiliki aturan yang secara spesifik mengatur tentang 

sistem e-voting, termasuk Peraturan KPU mengenai teknis penyelenggaraannya, 

hal ini menjadi hambatan bagi Indonesia sendiri untuk menerapkan e-voting 

pada tingkat pemilu. Meskipun demikian, wacana untuk menerapkan e-voting 

pada pemilu tidak berhenti dibahas sampai hari ini. Mengingat bahwa Indonesia 

sendiri memiliki peluang akan hal tersebut. Kesuksesan e-voting pada pilkades 

di berbagai daerah merupakan titik terang bagi hambatan yang dihadapi 

Indonesia. 

Pelaksanaan Pilkades dengan e-voting oleh berbagai daerah bersandar 

kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang dengan 

resmi melegalkan e-voting sebagai salah satu metode dalam melakukan 

pemilihan kepala daerah, dimana sebelumnya pemilihan hanya dapat dilakukan 

dengan cara mencoblos atau metode konvensional. Pada amar Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa metode 

e-voting dapat digunakan asal memenuhi syarat 1) tidak melanggar asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan 2) daerah yang menerapkan 

metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya 

manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang 

bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. Untuk memperkuat 

Putusan MK ini, klausul penggunaan e-voting dimasukkan ke dalam UU 

Pilkada. 

 
62 Slamet Risnanto dkk., “E-voting Readiness Mapping for General Election Implementation,” 

Journal of Theoretical and Applied Information Technology 98, no. 20 (31 Oktober 2020): 3280–90. h. 

3285-3286 
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Berdasarkan pernyataan di atas, secara hukum, metode e-voting dapat 

digunakan, namun hanya pada tingkat daerah. Karena undang-undang yang 

mengatur e-voting hanya ada pada UU Pilkada, tidak pada UU Pemilu. Oleh 

karena itu, dengan memperhatikan jalannya pelaksanaan Pilkades yang sukses 

menerapkan e-voting dapat menjadi rujukan bagi para stakeholder untuk 

menyusun kebijakan yang khusus mengatur tentang e-voting, termasuk 

Peraturan KPU mengenai teknis penyelenggaraannya.  

Secara umum terdapat sembilan aspek yang dapat dijadikan rambu-

rambu dalam menyusun kerangka hukum penggunaan mesin e-voting dalam 

pemilu;63 

a. Aspek Fisik Proses Digitalisasi Pemilu 

b. Aspek Prosedur yang Transparan 

c. Uji Coba dan Sertifikasi 

d. Mekanisme Audit 

e. Status Hasil Audit dan Hasil Elektronik 

f. Keamanan dan Peyimpanan Data 

g. Identifikasi Pemilih 

h. Akses kepada Source Code 

i. Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Penerapan Teknologi 

2. Kepercayaan Publik 

Kepercayaan publik merupakan salah satu komponen yang harus 

terpenuhi sebelum memilih untuk menerapkan e-voting pada pemilihan di 

tingkat lebih tinggi. Meningkatnya kepercayaan publik, maka akan 

meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan. Hal ini dikarenakan pemilu 

menjadi tonggak utama untuk mewujudkan martabat demokrasi pada konsep 

negara hukum Indonesia.  

 
63 Heroik M. Pratama dan Nurul Amalia Salabi, Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung 

di Pemilu, ed. oleh Antony Lee (Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 

2019). h. 71-72 
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Pelaksanaan Pilkades dengan metode e-voting di berbagai daerah 

mendapat kesan positif dari publik. Pasalnya penggunaan sistem e-voting 

memakan waktu lebih sedikit, memberikan kemudahan akses bagi para pemilih 

terutama pemilih disabilitas, hasil dapat langsung diketahui dan disaksikan 

tanpa perlu melakukan perhitungan, mengurangi biaya operasional, mencegah 

pemilih ganda, dan menghindari peluang terjadinya kecurangan. 

Terlepas dari segala kelebihan yang didapat ketika menggunakan e-

voting, kelemahan e-voting mengenai keamanan menjadi pertanyaan publik. 

Melihat semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak sedikit 

pihak yang khawatir bahwa sistem ini rentan terhadap serangan siber seperti 

peretasan, manipulasi data, dan pencurian identitas pemilih.  

Untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik, Indonesia dapat belajar 

pada pemilu Brazil. Di Brazil, enam puluh hari sebelum pemilu, dilakukan 

upacara yang menghadirkan perwakilan partai politik dan perwakilan 

masyarakat sipil. Selama upacara berbagai kegiatan pengamanan perangkat 

lunak pada mesin e-voting dilakukan, mulai dari pembuatan tabel fungsi hash, 

penandatanganan digital terhadap versi terkompilasi dari perangkat lunak, 

pemeriksaan integritas perangkat lunak yang telah diunggah ke mesin e-voting, 

sampai pada enkripsi dan penyegelan perangkat lunak. Semua kegiatan ini 

dilakukan di hadapan perwakilan partai politik dan masyarakat sipil, yang pada 

intinya bertujuan untuk mendapat dan meningkatkan kepercayaan publik.  

3. Infrastruktur Teknologi 

Teknologi e-voting yang digunakan pada Pilkades di Indonesia antara 

lain, mesin verifikasi e-KTP dengan teknologi biometrik, laptop, CPU, PC 

dengan kemampuan touch screen, mesin pembaca smartcard, mesin audit, dan 

LCD Proyektor. Keseluruhan teknologi ini membutuhkan infrastruktur yang 

memadai sebagai penunjang agar mereka dapat beroperasi dengan lancar. 

Kesuksesan e-voting pada Pilkades di berbagai daerah menandakan bahwa 

teknologi yang digunakan aman. BPPT juga mengklaim bahwa teknologi 
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mereka sudah siap sepenuhnya dan teknologi akan dioperasikan secara offline 

sehingga akan terhindar dari serangan siber. Karena teknologi yang digunakan 

terbukti aman, maka yang menjadi persoalan adalah infrastruktur teknologi 

tersebut, dimana infrastruktur kurang bahkan tidak memadai di daerah terpencil 

karena tidak terjangkau oleh listrik, sehingga tidak memungkinkan untuk 

menggunakan teknologi e-voting. 

Indonesia sebagai negara dengan letak geografis yang sangat strategis 

menjadikannya sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga banyak 

daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh teknologi dikarenakan 

infrastruktur yang kurang bahkan tidak memadai. Sementara di sisi lain, 

kepadatan jumlah penduduk Indonesia menjadikan tidak sedikit masyarakat 

yang memutuskan untuk tinggal di daerah terpencil tersebut. Hal ini menjadi 

pertimbangan bagi Indonesia untuk menerapkan e-voting. 

Pada aspek ini, Indonesia bisa merujuk pada teknologi e-voting yang 

digunakan Brazil, yang didesain khusus hanya untuk pemilu. Teknologi 

tersebut berupa mikro komputer yang tidak bergantung pada suplai listrik 

karena menggunakan baterai dan juga beroperasi secara offline sehingga 

terhindar dari serangan siber. Ketika Indonesia berhasil mengadopsi teknologi 

e-voting Brazil ini, maka daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh listrik 

sudah bisa menerapkan e-voting ketika pemilihan. 

4. Sumber Daya Manusia 

Indonesia saat ini berada dalam era society 4.0. Pada era ini manusia 

mengadopsi teknologi canggih dan otomatisasi untuk berbagai bidang 

kehidupan. Keadaan ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menerapkan 

e-voting. Indonesia memanfaatkan peluang itu dan berhasil menggunakannya 

di bidang pemerintahan. Kesuksesan Pilkades degan metode e-voting adalah 

bukti keberhasilan tersebut. Karena dari aspek teknologi Indonesia telah siap, 

BPPT sebagai pakar teknologi juga mengklaim bahwa teknologi mereka aman. 

Maka, terdapat wacana untuk menerapkan e-voting pada tingkat pemilu. Akan 
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tetapi, apabila diterapkan pada tingkat pemilu tentunya melibatkan seluruh 

warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sementara sebanyak 57 juta warga 

negara Indonesia masih gagap teknologi.64 

Untuk menyukseskan wacana penerapan e-voting pada tingkat pemilu, 

tidak cukup hanya dengan infrastruktur teknologi, tetapi juga pemahaman 

teknologi. Pemahaman terhadap teknologi tidak hanya diperuntukkan untuk 

pemilih, tetapi juga untuk para stakeholder dan petugas pemilihan. Pemahaman 

teknologi yang dimaksud tidak hanya pada pemahaman teknis, agar masyarakat 

dapat menggunakan teknologi sesuai fungsinya. Melainkan, lebih daripada itu, 

pemahaman teknologi yang lebih dapat mencegah bentuk-bentuk 

penyalahgunaan teknologi dengan tujuan-tujuan yang berlawanan dengan 

kepentingan publik.65 

Pemahaman teknologi terhadap para stakeholder, petugas pemilihan, 

dan masyarakat, dapat diberikan dengan menggunakan model kesiapan 

transformasi digital yang terdiri dari tiga tahap, antara lain envision (bayangan), 

enable (kemungkinan), dan enact (pelaksanaan). Berdasarkan konteks tersebut, 

untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia terhadap e-voting, KPU sebagai 

penyelenggara pemilu, setidaknya melakukan tiga hal ini; yaitu 1) envision 

yang dilakukan dengan menyebarluaskan dan mengenalkan e-voting secara luas, 

terencana, dan sistematis, 2) enable diwujudkan melalui penyusunan peta jalan 

(roadmap) strategi penerapan e-voting serta identifikasi faktor-faktor utama, 

baik internal maupun eksternal, yang menentukan keberhasilannya, dan 3) 

enact yang dilakukan dengan mengajukan proyek e-voting kepada stakeholder 

terkait.66

 
64  Tim, “57 Juta Warga RI Belum Tersentuh Internet,” CNN Indonesia, 1 Februari 2024, 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201072314-213-1056988/57-juta-warga-ri-belum-

tersentuh-internet. 
65 Arif Susanto, “Tantangan Penyelenggaraan E-voting: Isu Kepercayaan Publik dan Integritas 

Pemilu,” JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma 11, no. 2 (2024): 129–42. h. 135-136 
66 Anta Ibnul Falah dan Kurnia Rheza Randy Adinegoro, “Peluang dan Tantangan Adopsi E-

voting dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia,” Responsive 5, no. 3 (2022): 159–71. h. 166 
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BAB IV 

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENERAPAN SISTEM 

E-VOTING PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 

A. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah lahir dari keberadaan fiqh siyasah dengan menjadi salah 

satu ruang lingkup kajiannya. Oleh karena itu, tidak elok jika mengenalkan siyasah 

dusturiyah tanpa memahami pengertian dari fiqh siyasah.  

Kata fiqh secara bahasa berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqihan yang 

artinya faham. Sedangkan secara istilah istilah, menurut Ulama Ushul, fiqh adalah 

ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali dari dalil-

dalilnya secara terperinci. Dengan demikian, ditarik pengertian fiqh sebagai ilmu 

tentang hukum-hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia, yang diturunkan 

dari dalil-dalilnya yang rinci, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang disusun dengan 

bantuan ijtihad.67 

Sementara kata siyasah secara bahasa berasal dari kata sasa yang berarti 

mengatur, mengurus, memerintah; atau pemerintahan, politik, dan pembuat 

kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah, dalam Lisan al-Arab, siyasah adalah 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. 

Jadi, siyasah adalah mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat 

dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan 

dari kemudharatan.68 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah 

cabang ilmu yang membahas hukum-hukum pemerintahan serta konsep 

pengelolaannya berdasarkan syariat Islam, dengan tujuan utama mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat.69 

 
67  Adinda Dwi Putri dkk., “Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam ,” MARAS: Jurnal 

Penelitian Multidisiplin 2, no. 1 (2024). h. 219 
68 Fatmawati, FIKIH SIYASAH, ed. oleh Muhammad Shuhufi (Gowa: Pusaka Almaida, 2015). 

h. 1-3 
69 Syaiful Amri, DIKTAT FIQH SIYASAH, 2023. h. 2 
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Selanjutnya pengertian dusturiyah, kata dusturiyah secara etimologis berasal 

dari bahasa Persia dusturi, yang merujuk pada seseorang yang memilki otoritas, 

baik di bidang politik maupun agama. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, 

maknanya berkembang menjadi asas, dasar, atau pedoman. Secara terminologi, 

dusturi mengacu pada sekumpulan aturan yang mengatur prinsip dasar serta 

hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam 

bentuk tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).70 

Menurut Abul A’la al-Maududi, dusturi merupakan dokumen yang berisi 

prinsip-prinsip fundamental sebagai dasar dalam pengaturan suatu negara. Oleh 

karena itu, dusturiyah dapat diartikan sebagai norma hukum yang bersifat mendasar 

dan menjadi acuan utama bagi seluruh peraturan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini 

setara dengan constitution, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai undang-

undang dasar.71 

Gambaran definisi kata per kata di atas, menyimpulkan pengertian bahwa 

siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang secara umum 

membahas aspek perundang-undangan dalam suatu negara. Secara prinsip, para 

ahli hukum Islam memiliki pandangan dan definisi yang hampir serupa mengenai 

konsep ini. Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa siyasah dusturiyah menjadi 

dasar bagi seluruh regulasi negara, baik dalam bentuk undang-undang maupun 

peraturan lainnya, yang harus bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan 

kata lain, seluruh aturan dalam negara harus didasarkan pada hukum syariat yang 

berakar dari akidah Islam, dengan ijma’ dan qiyas sebagai pelengkapnya.72 

 

 

 
70 Hamzah Kamma, FIQH SIYASAH(Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani), 

ed. oleh Moh. Mujibur Rohman (MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023). h. 140 
71 Hamzah Kamma, FIQH SIYASAH(Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani), 

ed. oleh Moh. Mujibur Rohman (MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023). h. 55 
72 Syaiful Hidayat, “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah,” Tafáqquh: Jurnal Penelitian 

Dan Kajian Keislaman 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10. 

h. 3 
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B. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

Atjep Jazuli menganalisis ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah ialah 

tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga di dalamnya. 

Namun karena terlalu luas, maka kajian siyasah dusturiyah difokuskan pada bidang 

peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. 

Lebih detailnya, berikut pembagian ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah oleh 

Atjep Juzali:73 

1. Imamah 

Imamah dalam fiqh siyasah sering dikaitkan dengan khalifah atau amir. 

Oleh karena itu, istilah imamah diartikan sebagai kepemimpinan tertinggi 

dalam Islam. Menurut Ibnu Khaldun, imamah bertugas untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat, serta melindunginya dari 

kemudharatan. Sedangkan menurut Ibnu Tamiyah, imamah adalah sebuah 

lembaga yang berperan dalam menyuarakan nilai-nilai ketuhanan dan tujuan 

utama syariat, serta melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW untuk 

mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi umat yang 

dipimpinnya.74 

2. Rakyat 

Al-Maududi membahas konsep rakyat dalam karyanya, ia menjelaskan 

bahwa dalam Islam terdapat sistem pemikiran dan pedoman hidup bagi manusia 

yang bertujuan untuk membangun sebuah negara berdasarkan ideologinya. 

Oleh karena itu, Islam membagi kewarganegaraan menjadi dua jenis, yaitu 

Muslim dan Dzimmi. Dalam hal ini, Islam secara tegas dan transparan 

 
73  Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, “Siyasah 

Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an,” TAFSE: Journal of Qur’anic Studies 4, no. 

2 (29 April 2022): 150, https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176. h. 154 
74 Syaiful Hidayat, “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah,” Tafáqquh: Jurnal Penelitian 

Dan Kajian Keislaman 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10. 

h. 3-4 



 

 

 

72 

membedakan status warganya dalam struktur politik tanpa menyamarkannya 

dengan istilah lain. 

Ibnu Khatir menjelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan golongan 

orang-orang beriman dan membaginya menjadi dua kelompok. Pertama, kaum 

Muhajirin, yaitu mereka yang meninggalkan tanah kelahiran dan harta benda 

mereka demi membela Allah SWT, Rasul-Nya, dan menegakkan agama Islam. 

Kedua, kaum Ansar, yakni penduduk Madinah yang beriman dan memberikan 

pertolongan kepada kaum Muhajirin dengan menyediakan tempat tinggal serta 

mendukung perjuangan mereka. Selain itu, kaum Ansar turut berjihad bersama 

Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kaum Muhajirin dan Ansar memiliki hak 

perlindungan yang istimewa dibandingkan kelompok lainnya. 

Sedangkan Dzimmi adalah setiap individu non-Muslim yang tetap setia 

dan mematuhi peraturan negara Islam tempat mereka tinggal, tanpa 

memandang negeri asal kelahiran mereka. Islam memberikan jaminan  untuk 

melindungi kehidupan, kekayaan, kebudayaan, keyakinan, serta kehormatan 

mereka.75 

3. Baiat 

Secara umum, baiat diartikan sebagai sebuah perjanjian. Kepala negara 

yang terpilih harus mendapatkan baiat dari seluruh umat Islam, baik melalui 

perwakilan maupun secara langsung. Tujuan baiat adalah untuk mengikat 

kesetiaan rakyat kepada pemimpinnya, sekaligus memastikan bahwa pemimpin 

tersebut akan melaksanakan amanat dan kepercayaan rakyat sesuai dengan 

tuntunan syariat. 

Dalam sejarah Islam, praktik baiat memiliki variasi yang disesuaikan 

dengan kepentingan saat itu. Para sahabat yang memberikan baiat kepada 

Rasulullah SAW juga tidak selalu mengucapkan kalimat yang sama, kecuali 

 
75 Syaiful Hidayat, “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah,” Tafáqquh: Jurnal Penelitian 

Dan Kajian Keislaman 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10. 

h. 158 
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dalam kondisi dan tujuan yang serupa. Konsep baiat yang ada mencerminkan 

pengakuan penuh masyarakat terhadap pemimpinnya. Baiat dianggap sangat 

penting karena keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin negara 

memerlukan dukungan penuh dari rakyatnya. Dengan demikian, baiat juga 

berfungsi untuk mencegah terjadinya pengkhianatan di masa depan, baik oleh 

sebagian maupun seluruh masyarakat.76 

4. Ahl al-hall wa al-aqd 

Kelompok ahl al-hall wa al-aqd memainkan peran yang sangat penting 

dalam mewakili umat Muslim dalam mengelola urusan pemerintahan dan 

memenuhi aspirasi politik mereka. Mereka adalah individu-individu yang 

memiliki keahlian dan wewenang untuk mengambil keputusan serta 

menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan umat Muslim. Salah 

satu peran utama kelompok ini adalah dalam proses pembaiatan terhadap calon 

khalifah yang memenuhi syarat. Proses pembaiatan ini memiliki arti yang 

sangat penting dalam memperkuat otoritas khalifah serta memperoleh 

dukungan dan persetujuan dari umat Muslim.77 

5. Wizarah 

Wizarah adalah elemen penting dalam struktur pemerintahan Islam, 

dikarenakan keberadaannya adalah untuk membantu kepala negara dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan. Orang yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut disebut wazir. Dalam 

sejarah Islam, saat Nabi SAW menjadi kepala negara, sahabat-sahabat senior 

seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali lah yang membantu tugas 

kenegaraan tersebut. Sistem dan praktek ini berlanjut pada masa dinasti Bani 

 
76 Syaiful Hidayat, “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah,” Tafáqquh: Jurnal Penelitian 

Dan Kajian Keislaman 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10. 

h. 10-11 
77  Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, FIQH SIYASAH: Konsep, Teori dan Sejarah 

Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer, ed. oleh Nur Azizah Rahma 

(Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023). h. 71 
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Abbasiyah dan Bani Umayyah. Pada periode ini, para wazir berfungsi sebagai 

perwakilan khalifah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan 

mengkoordinasikan berbagai departemen.78 

Di samping itu, ada pula pandangan yang membagi siyasah dusturiyah 

menjadi empat jenis, yaitu:79 

1. Konstitusi 

Dalam bidang konstitusi, siyasah dusturiyah membahas berbagai 

sumber dan metode pembuatan undang-undang. Sumber-sumber tersebut 

adalah sumber materil, sumber sejarah, dan sumber penafsiran. Inti dalam 

sumber-sumber tersebut adalah peraturan tentang pemerintah dan rakyat. 

Perumusan konstitusi harus memperhatikan latar belakang dan sejarah dari 

negara yang bersangkutan, baik dari masyarakatnya, politiknya maupun 

budayanya, sehingga tercipta undang-undang yang sejalan dengan aspirasi dan 

jiwa masyarakat negara tersebut. 

2. Legislasi 

Legislasi merujuk pada kekuasaan legislatif, dalam pemerintahan Islam 

dikenal dengan al-sulthah al-tasyri’iyyah. Kekuasaan ini berkaitan dengan 

pembentukan dan penyusunan hukum sebagai salah satu bagian dari 

kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan negara. Selain kekuasaan 

legislatif, terdapat juga kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah) dan 

kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadhaiyyah). 

3. Ummah 

Menurut Ali Syari’ati, ummah memiliki tiga konsep, yaitu gerakan, 

tujuan, dan kesadaran yang telah ditetapkan. Ummah juga dapat diartikan 

 
78 Syaiful Hidayat, “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah,” Tafáqquh: Jurnal Penelitian 

Dan Kajian Keislaman 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21, https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10. 

h. 9 
79  Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, FIQH SIYASAH: Konsep, Teori dan Sejarah 

Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer, ed. oleh Nur Azizah Rahma 

(Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023). h. 58-63 
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sebagai sekelompok orang yang berjuang menuju tujuan yang jelas. Dalam 

istilah makiyyah dan madaniyyah, ummah merujuk pada sekelompok orang 

yang menganut agama tauhid, termasuk orang-orang kafir dan seluruh umat 

manusia. 

4. Syura atau Demokrasi 

Kata syura berasal dari kata syawara-musyawaratan yang artinya 

mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dalam bahasa indonesia, istilah yang 

digunakan adalah musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan melalui forum perundingan untuk mencapai kebaikan. Dalam Islam, 

tidak diatur mengenai tata cara bermusyawarah. Oleh karena itu, perancangan 

teknis musyawarah diserahkan sepenuhnya kepada manusia berdasarkan 

kepentingan dan kebutuhan saat itu. 

Demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh 

rakyat, dan diberikan untuk rakyat. Prinsip ini mengharuskan keterlibatan 

rakyat dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap 

pemerintah yang berkuasa. Muhammad Iqbal menyatakan bahwa terdapat 

prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan konsep syura dalam Islam. 

Prinsip pertama adalah tauhid yang menjadi dasar utama untuk 

menghubungkan manusia dengan Tuhan. Prinsip kedua adalah ketaatan 

terhadap hukum yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Prinsip 

ketiga adalah adanya toleransi antar sesama warga negara dalam menciptakan 

masyarakat yang inklusif. Prinsip keempat adalah demokrasi Islam tidak 

dibatasi oleh faktor geografis, ras, warna kulit, atau bahasa. Prinsip kelima 

adalah penafsiran terhadap hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad. 

Kajian siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal utama; 

pertama, dalil-dalil kulliy seperti ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, maqasid syariah, dan 

semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Dalil-dalil ini tidak akan 

pernah berubah meskipun terjadi perubahan pada masyarakat, karena dalil-dalil ini 

lah yang menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-
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aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 

dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak semuanya.80 

C. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah sebagai ilmu yang membahas masalah perundang-

undangan negara dan dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat 

maupun bernegara pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-Qur’an dan 

Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan 

menolak mudharat), yang harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi sosial 

masyarakat agar undang-undang yang dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat 

dan tidak memberatkan. Sementara untuk prinsip pada nash, Muhammad Salim 

Awwa menguraikan ada lima prinsip dalam nash yang diidentifikasi dalam 

konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu:81 

1. Prinsip Asy-Syuara (Musyawarah) 

Prinsip musyawarah menekankan pentingnya partisipasi dan 

keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, jadi 

pemerintah Muslim diharapkan mendengarkan pendapat rakyat dan melibatkan 

mereka dalam proses pengambilan kebijakan. 

2. Prinsip Al-‘Adl (Keadilan) 

Prinsip keadilan menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara 

adil dan merata tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Hal ini 

mencakup penegakan hukum yang tidak memihak dan pemberian hukuman 

yang sesuai dengan kesalahan. 

 

 

 

 
80 Hasni Saskia, “Kewenangan Legislasi dari Eksekutif Ke Legislatif Pasca Amandemen UUD 

1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024). h. 28 
81  Rodiatus Shofiyah dkk., “Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik 

Indonesia,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 11, no. 1 (2024): 84–93. h. 87-90 
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3. Prinsip Huriyyah (Kebebasan) 

Prinsip kebebasan menekankan kewajiban pemerintah untk menjaga 

dan melindungi hak-hak individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan 

beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berpolitik, dan hak-hak lainnya. 

4. Prinsip Al-Musawah (Persamaan) 

Prinsip persamaan menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di 

antara semua individu dalam kehidupan bernegara. 

5. Prinsip Amanah 

Prinsip amanah menekankan pada tanggung jawab dan integritas dalam 

menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. 

Hal ini dapat dilihat melalui akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab 

pejabat publik. 

D. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Penerapan Sistem E- Voting pada 

Penyelenggaraan Pemilu 

Sistem e-voting adalah salah satu mekanisme pemilihan pemimpin dan wakil 

rakyat. Kajian sistem e-voting dalam Islam masuk ke dalam ruang lingkup siyasah 

dusturiyah yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, khususnya 

pengambilan keputusan sesuai syariat (musyawarah).  

Saat ini Indonesia menggunakan dua mekanisme musyawarah untuk 

memilih pemimpin dan wakil rakyat, yaitu mekanisme konvensional dengan 

menggunakan kertas suara dan mekanisme e-voting dengan menggunakan 

perangkat elektronik. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Islam tidak 

mencantumkan metode musyawarah secara baku, tapi diserahkan sepenuhnya 

kepada umat manusia untuk dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan 

kebutuhan tanpa melanggar syariat. Hal ini dapat dilihat pada pemilihan 

khulafaurrasyidin, pasca Rasulullah SAW wafat. Khalifah Abu Bakar dipilih 

sebagai pemimpin atas kesepakatan dan musyawarah oleh sahabat, khalifah Umar 

bin Khattab dipilih melalui penunjukkan yang dilakukan oleh Abu Bakar, khalifah 
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Usman bin Affan dipilih oleh sekelompok orang yang telah disepakati oleh Umar 

bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib dipilih melalui pemilihan.82 

Berdasarkan keterangan di atas, maka sistem e-voting dapat dianggap 

sebagai inovasi modern yang sejalan dengan semangat musyawarah.dalam Q.S. 

Asy-Syuara ayat 38: 

 
۝٣٨ ِ اِرَزَقْنٰهُمِْينُْفِقوُْنَِ  ِوَمِمَّ ِوَامَْرُهُمِْشُوْرٰىِبيَْنهَُمَْۖ لٰوةََۖ  ِذِيْنَِاسْتجََابوُْاِلِرَبِّهِِمِْوَاقََامُواِالصَّ

 

Artinya: 

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan 

mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka 

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 

mereka;" 

Kata “urusan” di atas merujuk pada semua urusan duniawi, termasuk juga 

sistem e-voting yang merupakan salah satu cara pengambilan keputusan dengan 

menggunakan perangkat elektronik. 

Dalam kajian siyasah dusturiyah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, 

bahwa ada enam prinsip yang dijadikan landasan untuk semua kebijakan di suatu 

negara, termasuk kebijakan e-voting. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip 

musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, dan amanah. Prinsip-prinsip ini juga 

sejalan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Bunyi pasal ini merupakan asas-

asas yang harus terpenuhi selama pelaksanaan pemilu. Pemenuhan asas-asas ini 

dalam setiap tahapan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga 

 
82 Maulidyah Fathimah Azzahrah, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem E-Voting 

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022). h. 68-

69 
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penghitungan dan perolehan hasil suara akan menciptakan pemilu yang 

berintegritas. Pemilu yang berintegritas menunjukkan kualitas demokrasi suatu 

negara mengingat pemilu merupakan perwujudan dari negara demokratis. 

Sistem e-voting yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

147/PUU-VII/2009 secara sah dianggap sebagai salah satu sistem pemilu dan 

diperbolehkan untuk digunakan asal tidak melanggar ke-enam asas pemilu di atas. 

Untuk memenuhi prinsip-prinsip siyasah dusturiyah sekaligus menjalankan amanat 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berikut diuraikan pemenuhan asas pemilu 

dalam penerapan sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilu: 

1. Langsung, asas ini memiliki makna bahwa pemilih wajib memilih secara 

langsung dan tidak dapat diwakili oleh siapapun dan dimanapun. Pada 

penerapan sistem e-voting, asas ini dijalankan dengan cara pemilih juga datang 

langsung ke TPS untuk melakukan pemberian suara pada mesin e-voting. 

2. Umum, asas ini memiliki makna bahwa setiap warga negara yang memenuhi 

syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa didiskriminasi. Pada 

penerapan sistem e-voting, asas ini dijalankan dengan cara memeriksa 

persyaratan pemilih melalui teknologi pembaca e-KTP. 

3. Bebas, asas ini memiliki makna bahwa pemilih memiliki kebebasan dalam 

menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Pada 

penerapan sistem e-voting, asas ini dijalankan dengan cara pemilih secara bebas 

memberikan suara untuk kandidat pilihannya pada mesin e-voting. Mesin e-

voting juga menyediakan pilihan suara kosong bagi mereka yang tidak ingin 

memilih. 

4. Rahasia, asas ini memiliki makna bahwa pilihan pemilih merupakan rahasia 

yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Pada penerapan sistem e-voting, asas 

ini dijalankan dengan cara diletakkannya mesin e-voting pada bilik suara untuk 

menutupi pemilih ketika memberikan suara, sehingga tidak diketahui oleh 

orang lain. V-token yang digunakan untuk mengaktifkan mesin e-voting juga 
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tidak menyimpan data pemilih sehingga identitas pemilih tidak diketahui ketika 

memberikan suara pada mesin e-voting. 

5. Jujur, asas ini memiliki makna bahwa proses pemilihan harus dilaksanakan 

dengan jujur, tanpa kecurangan atau manipulasi, baik itu oleh pemilih, 

penyelenggara, maupun stakeholder. Pada penerapan sistem e-voting, teknologi 

yang terenkripsi dengan baik akan mencegah berbagai bentuk kecurangan, baik 

itu memilih lebih dari satu kali, memilih dua kandidat sekaligus, memanipulasi 

perolehan suara, dan kecurangan lainnya. 

6. Adil, asas ini memiliki makna bahwa peserta pemilihan diberlakukan sama dan 

setara. Pada penerapan sistem e-voting, asas ini dijalankan dengan cara 

keseluruhan perangkat e-voting di-setting sama untuk semua peserta pemilihan. 

Sistem e-voting yang memanfaatkan perangkat elektronik mulai dari 

pendaftaran pemilih, pemungutan suara, perhitungan suara, rekapitulasi suara, 

sampai transmisi hasil suara memberikan keuntungan yang signifikan bagi sebuah 

negara yang merealisasikannya. Hal ini sejalan dengan prinsip jalb al-mashalih wa 

dar al-mafasid, serta tujuan siyasah dusturiyah untuk mewujudkan kemaslahatan 

dalam kehidupan bernegara. 

Keuntungan tersebut, pertama, menggantikan sistem konvensional dengan 

menggunakan sistem e-voting pada pemilu akan mengefisienkan waktu 

pemungutan suara. Sebagaimana yang diketahui bahwa sistem konvensional 

dilakukan secara manual. Pemilih datang ke TPS dengan membawa KTP dan surat 

pemberitahuan kemudian diperlihatkan kepada petugas pemilihan untuk didata. 

Pendataan dilakukan dengan mencocokkan identitas pemilih dengan data DPT 

yang dipegang oleh petugas pemilihan, apabila terkonfirmasi cocok maka 

dilakukan penandatanganan oleh pemilih sebagai bentuk absensi dan bukti sudah 

memilih. Cara manual ini memakan banyak waktu, terlebih lagi jika terjadi human 

error oleh petugas pemilihan yang dapat mengacaukan jalannya pemilu. Sedangkan 

jika menggunakan e-voting pemilih hanya perlu menempelkan e-KTP dan 

mengidentifikasi sidik jari pada alat verifikasi yang disediakan. Alat secara 
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otomatis akan mencocokkan identitas pemilih pada aplikasi DPT yang dioperasikan 

oleh petugas pemilihan. Aplikasi juga secara otomatis mengabsen pemilih tersebut 

tanpa perlu melakukan tanda tangan. 

Tidak hanya pada tahap verifikasi yang memakan waktu, tahap pemberian 

dan perhitungan suara juga memakan waktu. Pada sistem konvensional pemberian 

suara dilakukan dengan cara mencoblos kandidat pilihan pada kertas suara. 

Sedangkan sistem pemilu Indonesia yang rumit menjadikan pemberian pada kertas 

suara juga rumit. Pemilu di Indonesia melibatkan pemilihan presiden dan wakil 

presiden dan pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota, dan DPD) yang dilakukan secara bersamaan sekaligus. Pada 

pemilihan legislatif melibatkan banyak partai dan banyak calon sehingga 

menjadikan kertas suara mau tidak mau berukuran besar untuk memuat partai dan 

para calonnya. Mekanisme pemilu di Indonesia ini menjadikan pemberian suara 

menggunakan kertas suara tidak efisien. Pemberian suara dengan membuka dan 

membaca kertas suara satu per satu memakan banyak waktu. Desain kertas suara 

pada pemilihan legislatif yang hanya mencantumkan logo, nama, dan calon 

perwakilan partai juga tidak relevan bagi mereka dengan kemampuan literasi yang 

rendah. Lain cerita ketika menggunakan e-voting, pemilih hanya perlu menekan 

tombol sesuai arahan yang diberikan pada mesin, dan mesin secara otomatis 

merekam suara yang dipilih. 

Tahap perhitungan suara dengan sistem konvensional dilakukan dengan 

membuka kertas suara satu persatu untuk mengetahui perolehan suara sah dan suara 

tidak sah. Perhitungan dengan cara manual ini memakan banyak waktu. Sedangkan 

ketika menggunakan e-voting perolehan suara akan dihitung oleh mesin secara 

otomatis dan hasil perolehan suara bisa langsung diketahui. 

Kedua, selain efisien dalam hal waktu, penggunaan e-voting juga akan 

mengefisienkan biaya. Sebagaimana penjelasan di atas, penggunaan kertas suara 

untuk pemilihan anggota legislatif saja membutuhkan empat kertas suara, belum 

lagi perlengkapan lain yang hanya digunakan satu kali kemudian dibuang. Hal ini 
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sangat tidak efisien dalam hal biaya. Oleh karena itu, penggunaan e-voting 

merupakan solusi karena tidak perlu mencetak kertas suara yang sangat banyak. 

Mungkin pada awal penerapannya adopsi sistem e-voting akan memakan sangat 

banyak biaya dikarenakan perangkat elektronik yang harus terpenuhi di setiap 

daerah. Namun, untuk pemilihan pada periode selanjutnya mesin dapat digunakan 

kembali sehingga tidak terlalu banyak menggunakan biaya dibandingkan harus 

mencetak kertas suara yang baru dengan jumlah seluruh pemilih di Indonesia. 

Ketiga, kurangnya campur tangan manusia pada sistem e-voting akan 

mencegah segala bentuk kecurangan yang bisa saja dilakukan baik oleh pemilih, 

tim sukses maupun petugas pemilihan yang bersekutu dengan para calon. Misal, 

mesin verifikasi pada e-voting secara otomatis mampu mendeteksi pemilih yang 

sudah melakukan pemberian suara dan ingin melakukan lagi, serta mesin voting 

didesain hanya bisa memilih satu kandidat, tidak lebih dari satu. 

Keempat, penggunaan e-voting pada perhitungan suara akan memperoleh 

hasil yang lebih akurat dikarenakan dilakukan oleh mesin yang sudah terintegritas, 

dibandingkan dilakukan oleh manusia yang pada keadaan tertentu kurang teliti 

sehingga diharuskan untuk melakukan perhitungan ulang suara. Oleh karena itu, 

selama pada tahap registrasi data DPT tidak kacau maka keakuratan hasil 

perhitungan suara bisa terjamin. 

Kelima, penerapan sistem e-voting pada penyelenggaraan pemilu akan 

meningkatkan partisipasi pemilih, mengingat Indonesia sekarang berada pada era 

society 4.0 dimana masyarakat cenderung menggunakan teknologi digital dengan 

sistem otomatisasi hampir pada semua bidang kehidupan. Sehingga penerapan 

sistem e-voting akan dianggap lebih praktis. Mesin voting yang mencantumkan foto 

kandidat juga memudahkan pemilih tunarungu. Mesin pemilih untuk penyandang 

disabilitas juga disediakan pada sistem ini. Kemudahan ini akan meningkatkan 

partisipasi pemilih. 
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BAB V  

PENUTUP 

Kesimpulan 

A. Satu tahun sebelum Pemilu dilaksanakan, badan penyelenggara Pemilu Brazil 

mengajukan rancangan resolusi ke parlemen untuk memperbarui undang-undang 

Pemilu. Setelah pengajuan, maka dilakukan revisi terhadap sistem e-voting sesuai 

dengan persyaratan yang ditentukan dalam resolusi yang telah disetujui. Kemudian 

60 hari sebelum pemilihan, dilakukan upacara yang menghadirkan perwakilan 

partai dan masyarakat sipil untuk menyaksikan pengamanan pada perangkat lunak 

mesin e-voting, yang kemudian didistribusikan ke badan penyelenggara Pemilu 

Negara Bagian. Beberapa hari sebelum pemilihan, setiap badan penyelenggara 

Pemilu Negara Bagian memuat sistem dengan informasi kandidat, daftar pemilih, 

dan aplikasi perangkat lunak. Perwakilan partai politik diwajibkan menghadiri 

proses pemuatan ini. Mesin e-voting yang digunakan Brazil didesain khusus untuk 

Pemilu, berupa mikro komputer yang terdiri dari dua panel, panel untuk pemilih 

dan panel untuk petugas pemilihan, beroperasi secara offline dan menggunakan 

baterai. Pelaksanaan Pemilu menggunakan e-voting di Brazil dilakukan seperti 

Pemilu pada umumnya yang dimulai dengan registrasi e-KTP dan sidik jari pada 

panel yang dioperasikan oleh petugas pemilihan, kemudian menuju ke bilik suara 

untuk memberikan suara pada panel untuk pemilih. 

B. Kesiapan sistem e-voting di Indonesia diukur dari empat aspek. Pertama, aspek 

hukum dan kebijakan, Indonesia belum memiliki aturan yang secara spesifik 

mengatur tentang sistem e-voting, termasuk Peraturan KPU mengenai teknis 

penyelenggaraannya. Daerah-daerah di Indonesia masih menggunakan Putusan 

MK Nomor 147/PUU-VII/2009 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai 

payung hukum untuk melaksanakan e-voting. Kedua, aspek kepercayaan publik,  

Indonesia bisa mencontoh Brazil yang melakukan pengamanan perangkat lunak di 
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hadapan perwakilan partai dan masyarakat sipil, untuk menciptakan kepercayaan 

publik terhadap mesin e-voting. Ketiga, aspek infrastruktur teknologi, suksesnya 

pelaksanaan e-voting pada Pilkades di Jembrana dan daerah-daerah lainnya 

menandakan bahwa teknologi e-voting yang digunakan aman. Untuk permasalahan 

infrastruktur yang tidak memadai di daerah terpencil, Indonesia bisa mengadopsi 

mesin e-voting Brazil yang menggunakan baterai dan tidak bergantung pada suplai 

listrik. Keempat, aspek sumber daya manusia, pemahaman teknologi terhadap para 

stakeholder, petugas pemilihan, dan masyarakat, dapat diberikan dengan tahapan 

envision, enable, dan enact. 

C. Sistem e-voting jika dilakukan dengan berlandaskan prinsip musyawarah, keadilan, 

kebebasan, persamaan, amanah, serta prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid, 

dan kemudian dikaitkan dengan mekanisme musyawarah dalam Islam tentu tidak 

ada pelarangan yang tegas, mengingat Islam sendiri tidak memiliki aturan baku 

terkait tata cara musyawarah, sebagaimana musyawarah pada masa 

khulafaurrasyidin yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Namun jika 

prinsip-prinsip tersebut tidak dipenuhi, maka pelaksanaannya dapat dinilai sebagai 

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya bertujuan untuk 

mengatur umat manusia agar tercapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.  
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Saran 

A. Indonesia bisa mencontoh upacara pengamanan perangkat lunak yang dilakukan 

Brazil dengan melibatkan perwakilan partai dan masyarakat untuk memenuhi aspek 

kepercayaan publik, dan Indonesia bisa mengadopsi mesin e-voting Brazil yang 

menggunakan baterai untuk menyelesaikan kendala pada aspek infrastruktur 

teknologi yang tidak memadai pada daerah terpencil. 

B. Pemerintah harus segera menyusun regulasi mengenai sistem e-voting, terutama 

Peraturan KPU tentang teknis penyelenggaraannya, meskipun baru diterapkan pada 

tingkat Pilkades. 

C. Pakar teknologi harus mengenkripsi mesin e-voting dengan baik agar prinsip-

prinsip siyasah dusturiyah dapat terpenuhi, karena kunci dari integritas pemilu 

menggunakan sistem e-voting ada pada mesin e-voting itu sendiri.  



 

 

 

 

I 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an Al-Karim 

Amri, Syaiful. DIKTAT FIQH SIYASAH, 2023. 

Ardianti, Evi. “Pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang Demokrasi dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah.” Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. 

Avgerou, Chrisanthi. “Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E- 

Explaining Trust in IT-Mediated Elections: A Case Study of E- Voting in Brazil 

Voting in Brazil.” Journal of the Association for Information Systems 14, no. 8 

(2013). 

Azmi, Khurin Ainun. “Studi Komparatif Kitab Syarah al-Arba’in an-Nawawiyah karya 

Syaikh al-Usaimin dengan Kitab Syarah Mukhtar al-Ahadis Karya KH. Moch. 

Anwar dan Dkk Dalam Telaah Kitab Hadis.” IAIN Kudus, 2022. 

Azzahrah, Maulidyah Fathimah. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Sistem E-

voting Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.” UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2022. 

Chikmawati, Luluk. “Perbandingan Konsep Demokrasi antara Jimly Asshddiqie dan 

Yusuf Al Qaradhawi.” Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023. 

“Daftar negara menurut jumlah penduduk.” Dalam WIKIPEDIA, 2024. 

Darmawan, Ikhsan, Nurul Nurhandjati, dan Aevida Kartini. Memahami E-voting 

Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali). 1 ed. 

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. 

Fahmi, Khairul. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2011. 

Falah, Anta Ibnul, dan Kurnia Rheza Randy Adinegoro. “Peluang dan Tantangan 

Adopsi E-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” Responsive 5, 

no. 3 (2022): 159–71. 

Fatmawati. FIKIH SIYASAH. Disunting oleh Muhammad Shuhufi. Gowa: Pusaka 

Almaida, 2015. 

Faturrahman, Andy Rizki. “Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Kepala Desa 

Berbasis E-voting Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan 

Barat.” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022. 



 

 

 

 

II 

Fuadi, Abdul Basid. “Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.” UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015. 

Hadipratama, Muhammad Febryan. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi, Disiplin Kerja Serta Keadaan Lingkungan Kerja Terhadap 

Persepsi Kualitas Kinerja Guru Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di 

Sekolah Dasar Negeri 03 dan 011 Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara).” 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2022. 

Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. POLITIK ISLAM: Sejarah dan Pemikiran. 

Disunting oleh Nur Khasanah. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021. 

Hartami, Aprilia, dan Putu Wuri Handayani. ECEG2012-Proceedings of the 12th 

European Conference on e-Government: ECEG. Disunting oleh Mila Gasco. 

Vol. 1. Barcelona: Academic Publishing International Limited, 2012. 

Hebatullah, Haniefa. “Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Di Indonesia,” 2021. 

Hidalgo, Fernando Daniel. Renovating Democracy: The Political Consequences of 

Election Reforms in Post-War Brazil. UC Berkeley, 2012. 

Hidayah, Yayuk, Nufikha Ulfa, dan Poppy Belladonna. “Demokrasi Pancasila dalam 

Membangun Demokrasi ‘Sehat.’” JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan 

Humaniora 1, no. 2 (2022): 110–23. https://doi.org/10.57248/jishum.v1i2.25. 

Hidayat, Syaiful. “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyâsah.” Tafáqquh: Jurnal 

Penelitian Dan Kajian Keislaman 1, no. 2 (1 Desember 2013): 01–21. 

https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10. 

Hompimpa! “Penerapan E-voting Dan E-Counting Pada Pemilu Di 7 Negara, 

Bagaimana Hasilnya?” Februari 2017. http://www.hompimpa.id/2017/02/e-

voting-dan-e-counting.html. 

Iqbal, Muhammad. FIQH SIYASAH KONSTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK 

ISLAM. 1 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014. 

Isnanto, Bayu Ardi. “Teknologi Informasi: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Prediksi 

Masa Depan.” detikedu, 23 Juli 2023. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-

6837518/teknologi-informasi-pengertian-fungsi-contoh-dan-prediksi-masa-

depan. 

 



 

 

 

 

III 

Kamma, Hamzah. FIQH SIYASAH(Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara 

Madani). Disunting oleh Moh. Mujibur Rohman. MAFY MEDIA LITERASI 

INDONESIA, 2023. 

Karmanis. “Electronic-Voting (E-Voting) dan Pemilihan Umum.” Mimbar Administrasi 

18, no. 2 (2021): 11–24. http://dx.doi.org/10.56444/mia.v18i2.2526. 

Kaspari, Arialdi. “Kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam 

Upaya Penerapan Sistem E-voting Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.” 

Universitas Andalas, 2023. 

Kliwantoro, D.Dj. “E-voting Dari Kacamata Regulasi dan Keamanan Siber.” ANTARA, 

26 Maret 2022. https://www.antaranews.com/berita/2783521/e-voting-dari-

kacamata-regulasi-dan-keamanan-siber. 

Konstitusi Republik Federatif Brasil (t.t.). 

Kusmayadi, Eka. Pengenalan Teknologi Informasi. 3 ed. KAJIAN SOFTWARE, 2021. 

Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani. ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH 

DUSTURIYAH. Disunting oleh M. Harir Muzakki. Yogyakarta: Semesta Aksara, 

2019. 

Lubis, Mhd. Ansor, Wenggedes Frensh, dan Fitri Yanni Dewi Siregar. “Penerapan Asas 

Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024.” 

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022): 44–56. 

https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491. 

Mantalean, Vitorio, dan Diamanty Meiliana. “Cerita Bawaslu Pantau E-voting Brasil: 

Rekapitulasi Beres 5 Jam, KPPS Hanya Dibayar Makan Siang.” KOMPAS.com, 

10 Oktober 2022. 

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/10/18172041/cerita-bawaslu-

pantau-e-voting-brasil-rekapitulasi-beres-5-jam-kpps-hanya. 

Maurer, Ardita Driza, dan Jordi Barrat. E-voting Case Law: A Comparative Analysis. 

ASHGATE, 2016. 

Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. “Siyasah 

Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an.” TAFSE: Journal of 

Qur’anic Studies 4, no. 2 (29 April 2022): 150. 

https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176. 

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. FIQH SIYASAH: Konsep, Teori dan Sejarah 

Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer. 



 

 

 

 

IV 

Disunting oleh Nur Azizah Rahma. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 

2023. 

Ongwen, Okuro. “Comparative Review of E-voting in India and Brazil: Key Lessons 

for Kenya.” Lagos Historical Review 21, no. 1 (2021): 26–56. 

(Persero), Humas PT INTI. “Sukses Rampungkan Pilkades Elektronik pada Ribuan 

Desa, INTI Group Jadi Satu-Satunya Pemegang Legalitas Sistem e-Voting.” 

INTI, 14 Juni 2023. https://www.inti.co.id/?p=12076. 

Pratama, Heroik M., dan Nurul Amalia Salabi. Panduan Penerapan Teknologi Pungut-

Hitung di Pemilu. Disunting oleh Antony Lee. Jakarta Selatan: Perkumpulan 

untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2019. 

Prayoga, Sandy. “Penggunaan E-voting dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Serentak Tahun 2024BerdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 

202.” AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi 1, no. 2 (2021): 160–75. 

Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, dan Wismanto Wismanto. “Fiqih 

Siyasah dalam Pembelajaran Islam.” MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin 2, 

no. 1 (23 Januari 2024): 218–30. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169. 

Putri, Ni Luh Wayan Cempaka Suandewi. “Pengaruh Kecanggihan Teknologi 

Informasi, Kemampuan Teknik Pemakai, Partisipasi Pengguna, Kinerja 

Individu, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Efektivitas Sistem Informasi 

Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Tegallalang.” 

Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 (t.t.). 

Rachmanto, Adi, dan Yogi Riyan Aditama. “Pengaruh Teknologi Informasi, 

Kemampuan Pengguna Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Sistem 

Informasi Akuntansi(Studi KasusPada Badan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Bandung Barat).” JEMBA : Journal Of Economics, Management, 

Business, And Accounting 2, no. 2 (2022): 74–94. 

https://doi.org/10.34010/jemba.v2i1.7492. 

Ramadhanti, Dwi Novita. “Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi 

Politik.” Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, no. 

9 (2022): 361–66. https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677. 

Risnanto, Slamet, Yahaya Bin Abd Rahim, Nanna Suryana Herman, dan Abdurrohman. 

“E-voting Readiness Mapping for General Election Implementation.” Journal 



 

 

 

 

V 

of Theoretical and Applied Information Technology 98, no. 20 (31 Oktober 

2020): 3280–90. 

Risnanto, Slamet, dan Yahaya Abd Rahum. “E-Voting: Technology Requirements 

Mapping.” TEM Journal 11, no. 3 (Agustus 2022): 1282–90. 

https://doi.org/10.18421/TEM113-37. 

Saskia, Hasni. “Kewenangan Legislasi dari Eksekutif Ke Legislatif Pasca Amandemen 

UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2024. 

Schneider, Rodrigo. “Free or Fair Elections? The Introduction of Electronic Voting in 

Brazil.” ECONOMIA 1, no. 21 (2020): 73–100. 

slamet 

Shofiyah, Rodiatus, Samuji, M. Sifa Fauzi Yulianis, Dewi Murniati, dan Amir Bandar 

Abdul Majid. “Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik 

Indonesia.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 11, no. 1 

(2024): 84–93. 

Sholahuddin, Abdul Hakam, Chairul Bariah, Femmy Silaswaty Faried, Ibnu Sam 

Widodo, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Fradhana Putra Disantara, Amelia Ayu 

Paramitha, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, dan Dara Pustika Sukma. 

Hukum Pemilu di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka, 2023. 

Susanto, Arif. “Tantangan Penyelenggaraan E-Voting: Isu Kepercayaan Publik dan 

Integritas Pemilu.” JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma 11, 

no. 2 (2024): 129–42. 

Syahada, Gianita. “Studi Komparatif Terhadap Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif 

Fiqh dan Hukum Positif.” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022. 

Syaifullah, Ananda. “Tahapan Pemilihan Elektronik.” Indonesiabaik.id, 2019. 

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/tahapan-pemilihan-elektronik. 

Tim. “57 Juta Warga RI Belum Tersentuh Internet.” CNN Indonesia, 1 Februari 2024. 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201072314-213-1056988/57-

juta-warga-ri-belum-tersentuh-internet. 

Tribunal Superior Eleitoral, Brasil. Practical Guide 2022 Brazilian Elections. 

International Affair Unit , 2022. 



 

 

 

 

VI 

Ulfiyyati, Alifa, Ridho Muhamad, Mulki Fathur Barri, dan Ilham Sultan Akbari. 

“Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan.” 

Advances In Social Humanities Research 1, no. 4 (2023): 435–44. 

https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-undang (t.t.). 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (t.t.). 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-undang (t.t.). 

Utami, Beta. “KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK 

INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 

2022. 

Utami, Nidisa. “Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi 

Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Survei 

Pada Unit Akuntansi Keuangan Pada Bank BUMN Di Kota Bandung.” 

Universitas Komputer Indonesia, 2020. 

Vitor, Marchetti. “Electoral Governance in Brazil.” Brazilian Political Science Review 

6, no. 1 (2012): 113–33. 

Wibowo, Ari. “Implementasi Penerapan E-voting dalam Rangka Transformasi Digital 

pada Manajemen Pemilihan Umum di Indonesia.” Prosiding Seminar Nasional 

Program Doktor Ilmu Hukum, November 2023, 15–25. 

Wijaya, Junior Hendri, Achmad Zulfikar, dan Iman Amanda Permatasari. 

“Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di 

Indonesia.” Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) 1, no. 1 (2019): 51–59. 

https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841. 

Yamani, Akhmad Zaki. “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia.” 

Universitas Islam Malang, 2023. 

 



 

 

 

 

VII 

Yudha, Romadhona Kusuma. “Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Dengan 

Menggunakan Sistem E-voting Di Desa L. Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo 

Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan.” Jurnal Pancasila dan 

Kewarganegaraan (JUPANK) 1, no. 1 (2021): 41–49. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIODATA PENULIS 

NURUL KHALIFAH, lahir pada tanggal 5 Mei 2002, di 

Makassar. Anak pertama dari enam bersaudara oleh 

pasangan Bapak Tamsul dan Ibu Yuliati. Memulai 

pendidikan pada tingkat kanak-kanak di TK ‘Aisyiyah 

Bustanul Athfal pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 

2008. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat 

sekolah dasar di SD Negeri 6 Pinrang pada tahun 2008 dan 

pada tahun 2009 pindah pendidikan di SDN 029 INP. 

Sumberjo dan tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah 

menengah pertama di SMP Negeri 1 Wonomulyo pada tahun 2015 dan tamat pada 

tahun 2017. Melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di MAN 2 Kota 

Parepare pada tahun 2018 dan tamat pada tahun 2020. Melanjutkan pendidikan pada 

tingkat perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis menyelesaikan studi perkuliahan 

sebagaimana mestinya. Serta mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul 

“Analisis Kesiapan Sistem E-Voting pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: 

Studi Perbandingan dengan Sistem E-Voting Brazil”.  

 


